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uku yang ada dihadapan anda ini merupakan hasil 
penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang 
praktik kerukunan umat beragama di wilayah Jember. Buku 
ini disusun bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran 
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam 
pemeliharaan kerukunan antar umat beragama di 
Kabupaten Jember. Selain itu, buku ini juga bertujuan untuk 
mengungkap faktor pendukung dan faktor penghambat  
FKUB dalam pemeliharaan kerukunan antar umat 
beragama di Kabupaten Jember. 
Agar buku ini mudah untuk dipahami, maka buku ini 
disusun dalam dari beberapa bagian. Bagian pertama, 
memberikan penjelasan pendahuluan terkait realitas 
kerukunan beragama. Penjelasan mencakup latar belakang, 
fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
definisi istilah, penelitian terdahulu, dan metode penelitian. 
Bagian kedua, berisi penjelasan terkait agama dan 
masyarakat. Dimulai dari definisi, unsur-unsur, dan fungsi 
agama, sekaligus peluang dan tantangan dalam 
membangun kerukunan. 
Bagian ketiga, menjelaskan tentang kerukunan umat 
beragama dan problematikanya. Kerukunan beragama yang 
dibahas terkait konsep, peran tokoh agama, peraturan 
perundang-undangan, serta faktor pendukung dan 
penghambat terwujudnya kerukunan tersebut. 
Bagian keempat, merupakan gambaran umum FKUB 
Kabupaten Jember. Bagian ini akan menjelaskan sejarah 
B 
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FKUB Kabupaten Jember, program kerja, serta beberapa 
kasus yang berhasil ditangani oleh lembaga tersebut. 
Bagian kelima, adalah penyajian dan analisa data. Bagian 
ini memaparkan peran FKUB Kabupaten Jember serta faktor 
pendukung dan penghambat dalam mewujudkan 
kerukunan umat beragama di wilayah tersebut. 
Terima kasih dan penghargaan saya  sampaikan kepada 
semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tulisan 
ini. Tidak lupa pula saya menyapikan terima kasih kepada 
istri dan Anak-anak yang membantu dan memberikan 
semangat, dorongan serta kritikan yang menyemangati saya 
untuk menyelesaikan tulisan ini. 
Tulisan ini tidak lepas dari kekurangan, karena itu saran 
dan kritikan yang sifatnya konstruktif  sangat diharapkan 
sehingga karya-karya saya berikutnya bisa lebih baik. 
Akhirnya semoga buku ini mambawa mamfaat bagi penulis 
khusnya dan masyarakat pada umumnya, amien. 
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PENGANTAR REKTOR IAIN JEMBER 
 
Sejatinya, perguruan tinggi memiliki tugas untuk 
melaksanakan tri dharma, yang terdiri dari pendidikan dan 
pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. 
Sebagai wujud dari pelaksanaan tri dharma tersebut maka 
setiap sivitas akademik, termasuk dosen, didorong untuk 
menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat, 
seperti buku yang ada di tangan pembaca saat ini. 
Buku yang ditulis Saudara Dr. H. Abdul Muis, M.Si. ini 
merupakan gambaran tentang Peran FKUB kabupaten Jember 
dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Tentu saja, 
karya ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif 
bagi masyarakat dan atau dunia akademik. 
Akhir kata, inilah karya yang bisa disodorkan kepada 
masyarakat luas yang membaca buku ini sebagai bahan 
referensi, di samping literatur lain yang bersaing secara 




Jember, Mei, 2020 
Rektor IAIN Jember 
 
Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. 
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Latar Belakang Masalah 
 
 
Indonesia, negeri berpenduduk lebih dari 260 juta jiwa dengan 
17.800 pulau kecil dan besar dan 6.000 pulau yang didiami, 
merupakan negeri kepulauan terbesar di dunia. Dalam 
sejarahnya negeri ini selalu terbuka terhadap pemikiran-
pemikiran dari luar dan telah terbukti ramah terhadap budaya 
asing. Realitas demikian menjadikan Indonesia sebagai negeri 
yang memiliki keanekaragaman dalam berbagai hal, dari segi 
bahasa, adat, suku, kondisi alam, maupun agama, karenanya 
Indonesia memiliki kompleksitas yang tinggi.  
Dalam Masalah agama, di Indonesia terdapat banyak 
agama diantaranya; Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha 
dan Konghucu. Agama Islam merupakan agama yang dianut 
oleh mayoritas penduduk Indonesia. Banyaknya agama yang 
dianut oleh bangsa Indonesia membawa persoalan hubungan 
antar penganut agama. Pada mulanya persoalan timbul 
karena penyebaran agama. Setiap agama, terutama Islam dan 
Kristen sangat mementingkan masalah penyebaran agama. 
Karena masing-masing pemeluk merasa memiliki kewajiban 
untuk menyebarkannya, masing-masing yakin bahwa agama-
nyalah satu-satunya kebenaran yang menyangkut 
keselamatan di dunia dan diakhirat. Oleh karena itu sangat 
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wajar apabila mereka sangat terpanggil untuk menyelamatkan 
orang lain lewat ajakan memeluk agama yang diyakininya. 
Ketegangan dalam penyebaran agama timbul ketika 
dilakukan pada masyarakat yang telah atau menganut agama 
tertentu. Hal lain yang juga dapat menjadi penyebab 
persoalan hubungan antar penganut agama adalah masalah 
kompleks mayoritas dan minoritas. Di kalangan mayoritas 
timbul perasaan tidak puas karena merasa terdesak posisi dan 
peranannya, sedang dikalangan minoritas timbul ketakutan 
karena merasa terancam eksistensi dan hak-hak asasinya. 
Problem seperti ini membawa implikasi dalam hubungan 
antar umat beragama dan pergaulan masyarakat, dan bisa 
menggejala dalam berbagai bentuk ketegangan. 
Sejarah mencatat bahwa ketegangan antar umat beragama 
di Indonesia seringkali terjadi, dan kebanyakan antara 
penganut Islam dengan Kristen. Dalam catatan Gavin W. 
Jones, ketegangan antar penganut agama di Indonseia 
diantaranya yaitu konflik Kristen-Islam tahun 1950 an di Aceh 
di desa-desa Kristen diwilayah Toraja Sulawesi Selatan, dan 
ketegangan-ketegangan pada akhir tahun 1960 an yang 
bersumber dari reaksi umat Islam terhadap peningkatan 
besar-besaran jumlah jemaah Gereja seperti di Jawa Timur, 
Jawa Tengah serta Batak karo di Sumatera Utara.1 
Agama dalam kehidupan manusia sebagai individu 
berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-
norma tertentu. Norma-norma tersebut menjadi kerangka 
acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan 
dengan keyakinan agama yang dianutnya.2 Agama ialah suatu 
                                            
1 Syamsul Hadi, Abdurrahman Wahid: Pemikir Tentang Kerukunan Umat 
Beragama, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hal.5. 
2 Ishomuddin, Pengantar Sosiologi Agama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 
hal. 29 dan 35. 
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jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya 
yang berporos pada kekuatan-kekuatan nonempiris yang 
dipercayainya dan di dayagunakannya untuk mencapai 
keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas 
umumnya.3 Menurut Durkheim, Agama adalah sistem yang 
menyatu mengenai berbagai kepercayaan dan peribadatan 
yang berkaitan dengan benda-benda sakral yakni benda-
benda yang terpisah dan terlarang kepercayaan-kepercayaaan 
dan peribadatan-peribadatan yang mempersatukan semua 
orang yang menganutnya ke dalam suatu komunitas moral 
yang disebut gereja. Agama merupakan sistem kepercayaan 
dan peribadatan yang digunakan oleh berbagai bangsa dan 
perjuangan mereka mengatasi persoalan-persoalan tertinggi 
dalam kehidupan manusia.4  
Agama sebagai suatu keyakinan yang dianuat oleh suatu 
kelompok atau masyarakat menjadi norma dan nilai yang 
diyakini, dipercayai, diimani sebagai sutu referensi, karena 
norma dan nilai itu mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Fungsi 
utama agama yakni pertama, fungsi manifest mencakup tiga 
aspek yaitu: 1) Menanamkan pola keyakinan yang disebut 
doktrin, yang menentukan sifat hubungan antar manusia, dan 
manusia dengan Tuhan, 2) Ritual yang melambangkan 
doktrin dan mengingatkan manusia pada doktrin tersebut, 
dan 3) Seperangkat norma perilaku yang konsisten dengan 
doktrin tersebut. Fungsi kedua yaitu, fungsi laten adalah 
fungsi-fungsi yang tersembunyi dan bersifat tertutup. Fungsi 
ini dapat menciptakan konflik hubungan antar pribadi, baik 
dengan sesama anggota kelompok agama maupun dengan 
kelompok lain. Fungsi laten mempunyai kekuatan untuk 
                                            
3 D. Hendropuspito, Sosiologi Agama, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal.34. 
4 Betty R. Scharf, Sosiologi Agama, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 34-35. 
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menciptakan perasaan etnosentrisme dan superioritas yang 
pada gilirannya melahirkan fanatisme. Fungsi inilah yang 
kadang mendorong seorang pemeluk agama melakukan suatu 
tindakan yang justru bertentangan dengan nilai-nilai agama 
yang dianutnya, seperti tidak adanya kemauan untuk hidup 
rukun dengan orang lain yang kebetulan berbeda keyakinan. 
Sejak zaman Orde Baru, pemerintah telah berupaya 
merumuskan regulasi yang mengatur pola kerukunan umat 
beragama. Mukti Ali, ketika menjadi Menteri Agama RI pada 
masa Orde Baru, telah membangun landasan teoritik 
kerukunan umat beragama di Indonesia dengan mengajukan 
konsep agree in disagree. Pada masa Mukti Ali inilah konsep 
“Kerukunan Hidup Beragama”,5 menjadi  regulasi  yang  jelas  
dan  terarah.6 Semasa kepemimpinannya, Mukti Ali mampu 
memainkan perannya dalam reorientasi politis kebijakan 
Departemen Agama (Nomenklatur Depertemen Agama saat 
                                            
5
 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia 
(Surabaya: Pustaka Progessif, 1997), hal. 529. Lihat juga Tim Penyusun, 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Depdiknas dan Balai Pustaka, 2005), 
hal. 966. 
6 Term kerukunan umat beragama secara formal pertama kali diambil dari 
sambutan Menteri Agama KH. Muhammad Dachlan saat penyelenggaraan 
Musyawarah Antar Umat Beragama yang diadakan oleh pemerintah pada 
tanggal 30 Nopember 1967 di gedung Dewan Pertimbangan Agung Jakarta. 
Musyawarah tersebut diadakan karena saat itu Indonesia mengalami 
ketegangan hubungan antar berbagai penganut agama di beberapa daerah. 
Bila tidak segera diatasi dapat mengancam persatuan bangsa. Hadir dalam 
musyawarah tersebut tokohtokoh agama, diantaranya KH. Masykur, M. 
Natsir, Dr. HM Rasyidi dan KH. Muhammad Dachlan sebagai wakil dari 
Islam sedang dari Kristen diwakili oleh Dr. TB. Simatupang Beng Mang 
Reng Say dan A.M. Tambunan. Lihat Kamal Muchtar, “K.H. Muhammad 
Dachlan; Departemen Agama di Masa Awal Orde Baru” dalam Azyumardi 
Azra, ed., Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik (Jakarta: Badan 
Litbang Departemen Agama RI, 1998), hal. 259. 
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ini diganti menjadi Kementerian Agama) dengan 
membangkitkan kegairahan hidup beragama dengan 
menumbuhkan keharmonisan hubungan antarumat beragama 
dan memperbaiki citra lembaga-lembaga keagamaan.7  
Seiring berjalannya waktu terjadi pergeseran kekuasaan. 
Setelah Orde Baru runtuh dan digantikan Orde Reformasi, 
terjadi banyak konflik terbuka di beberapa daerah di 
Indonesia. Pada saat yang sama muncul kesadaran 
masyarakat dalam upaya membangun kehidupan yang rukun 
dan damai. Kehidupan yang tentram dan damai sangat 
diidamkan oleh masyarakat, terutama masyarakat di daerah 
konflik yang merasa jenuh dengan konflik yang 
berkepanjangan. Di sisi lain, terciptanya kerukunan umat 
beragama merupakan keinginan setiap manusia yang 
beragama, Mereka ingin hidup rukun, damai dan tenteram 
dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bemegara 
serta dalam menjalankan ibadahnya.  
Kerukunan umat beragama yaitu hubungan sesama umat 
beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, 
saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan 
pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam 
kehidupan masyarakat dan bernegara. Umat beragama dan 
pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam 
memelihara kerukunan umat beragama, di bidang pelayanan, 
pengaturan dan pemberdayaan. Sebagai contoh yaitu dalam 
mendirikan rumah ibadah harus memperhatikan 
pertimbangan Ormas keagamaan yang berbadan hukum dan 
                                            
7 Ali Muhannif, “Prof. Dr. A. Mukti Ali; Modernisasi PolitikKeagamaan 
Orde Baru” dalam Azyumardi Azra, ed., Menteri-Menteri Agama RI 
Biografi Sosial-Politik (Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998), 
hal. 293. 
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telah terdaftar di pemerintah daerah. Pasal 29 ayat (2) UUD 
1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-
tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 
untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. 
Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa 
keanekaragaman pemeluk agama yang ada di Indonesia diberi 
kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama sesuai dengan 
keyakinannya masing-masing. Namun demikian kebebasan 
tersebut harus dilakukan dengan tidak mengganggu dan 
merugikan umat beragama lain, karena terganggunya 
hubungan antar pemeluk berbagai agama akan membawa 
akibat yang dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan 
bangsa. 
Kerukunan umat beragama sangat diperlukan, agar bisa 
menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat di bumi 
Indonesia ini dengan damai, sejahtera, dan jauh dari 
kecurigaan kepada kelompok-kelompok lain. Dengan begitu, 
agenda-agenda kemanusiaan yang seharusnya dilakukan 
dengan kerja sama antar agama, seperti memberantas 
kemiskinan, memerangi kebodohan, mencegah korupsi, 
membentuk pemerintahan yang bersih, serta memajukan 
bangsa, dapat segera dilakukan dengan sebaik-baiknya. 
Agenda-agenda tersebut, jelas tidak dapat dilaksanakan 
dengan optimal, jika masalah kerukunan umat beragama 
belum terselesaikan. Fakta menjelaskan meskipun setiap 
agama mengajarkan tentang kedamaian dan keselarasan 
hidup, realitas menunjukkan pluralisme agama bisa memicu 
pemeluknya saling berbenturan dan bahkan terjadi konflik. 
Konflik jenis ini dapat mempunyai dampak yang amat 
mendalam dan cenderung meluas. Bahkan implikasinya bisa 
sangat besar sehingga berisiko sosial, politik maupun ekonomi 
yang besar.  
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Jember sebagai kota pandalungan menjadi “periuk” bagi 
bercampurnya komunitas asli dengan pendatang maupun 
pendatang dengan pendatang. Percampuran tersebut juga 
terjadi antara suku asli Indonesia seperti Jawa, Madura, Osing 
atau Tengger dengan keturunan Tionghoa atau Arab dan lain 
sebagainya. Namun demikian perbedaan latar belakang, 
budaya, dan agama tidaklah menyebabkan masyarakat 
Jember terbelah, mereka bisa hidup berdampingan tanpa 
adanya gesekan konfilk yang berarti, bahkan sering terjadi 
adanya pernikahan yang melintasi antara suku, budaya dan 
agama, seperti orang jawa menikah dengan orang madura. 
Bagi masyarakat Jember, Agama merupakan “The Ultimate 
concern” atau sesuatu yang tinggi nilainya, agama-agama 
yang ada di Jember mengandung subtansi yang pada 
dasarnya membawa ajaran tentang ketuhanan, Kemanusiaan, 
cinta kasih, persaudaraan dan penghargaan terhadap hak-hak 
manusia. Semua umat beragama menghendaki subtansi ajaran 
agamanya dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata, 
dalam rangka menjawab tantangan zaman, memenuhi 
kebutuhan dasar manusia baik fisik- biologis maupun psikis 
dan spritual. 
 Namun demikian dalam intraksi antar umat beragama 
tidak menutup kemungkinan adanya presepsi dan 
kepentingan yang berbeda dalam beberapa persoalan, 
sehingga di perlukan adanya sarana untuk mengkomuni-
kasikan setiap persoalan sehingga timbul adanya 
kesepahaman dan kesepakatan antar umat beragama, untuk 
itulah kemudian pemerintah melalui peraturan bersama 
Menteri Agama RI Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri nomor 
8, membentuk forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 
yang bertugas menjadi fasilitator dalam pelaksanaan dialog 
pemuka agama dan tokoh mansyarakat, menampung aspirasi 
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masyarakat dan menyalurkan aspirasi dalam bentuk 
rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubenur atau bupati, 
disamping itu FKUB menjadi jembatan penghubung di 
internal umat masing-masing agama. Dasar inilah yang 
menyebabkan peneliti tertarik untuk mengetahui secara 
mendalam, sejauh mana Peran FKUB dalam Pemeliharaan 




Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut juga 
dengan fokus penelitian. Bagian ini merupakan perumusan 
hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena 
masalah merupakan suatu objek yang akan diteliti yang masih 
bersifat sementara dan akan dikembangkan ketika penelitian 
terjun langsung ke lapangan atau situasi tertentu. 
Maka dalam penelitian apapun, fokus penelitian harus 
mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari 
jawabannya melalui proses penelitian dan harus disusun 
secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang 
dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Fokus penelitian ini 
dirinci sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah peran Forum Kerukunan Umat Beragama 
dalam pemeliharaan kerukunan antar umat beragama di 
Kabupaten Jember? 
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat Forum 
Kerukunan Umat Beragama dalam pemeliharaan 
kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Jember? 
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Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang 
akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian 
harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah 
dirumuskan sebelumnya, dalam fokus penelitian, bedanya 
adalah terletak pada cara merumuskannya, Fokus penelitian 
dirumuskan dengan menggunakan bentuk pertanyaan, 
sedangkan tujuan penelitiaan dirumuskan dengan 
menggunakan bentuk kalimat pernyataan, Tujuan dari 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui peran Forum Kerukunan Umat 
Beragama dalam pemeliharaan kerukunan antar umat 
beragama di Kabupaten Jember 
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat 
peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam 
pemeliharaan kerukunan antar umat beragama di 
Kabupaten Jember 
 
Manfaat Penelitian  
 
Manfaat penelitian berisi tentang konstribusi apa yang akan 
diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan 
dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan 
praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan 
masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus 
realistis. 
Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa manfaat hasil 
penelitian adalah suatu yang dapat digunakan oleh pihak-
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pihak lain untuk meningkatkan apa yang telah ada.8 Manfaat 
yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
kontribusi pemikiran dalam membangun kerukunan antar 
antar umat beragama maupun Internal umat beragama. 
 
Manfaat Praktis 
a. Bagi peneliti 
Penelitian ini merupakan media untuk menambah 
wawasan dan khazanah keilmuan.  
b. Bagi obyek penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 
bahan informasi dan bahan pertimbangan serta acuan bagi 
penguatan peran FKUB kedepan karena tantangan 
membangun kerukunan umat beragama makin beragam. 
c. Bagi Lembaga IAIN Jember 
Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan literatur 
dan referensi bagi IAIN Jember dan mahasiswa yang ingin 
mengembangkan kajian dalam bidang keagamaan 




Dalam suatu judul penelitian, definisi istilah berisi tentang 
pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian 
                                            
8
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 
hal.46. 
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peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi 
kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana 
dimaksud oleh peneliti. Maka kata- kata yang perlu 
ditegaskan dalam judul peran Forum Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB) dalam menciptakan kerukunan antar umat 
beragama di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut: 
1. Peran adalah adalah suatu rangkaian perilaku yang 
diharapkan dari seseorang, atau kelompok berdasarkan 
posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Jadi 
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran FKUB 
baik secara formal maupun informal dan menciptakan 
kerukunan umat beragama. 
2. Kerukunan dapat diartikan sebagai kehidupan bersama 
yang di warnai oleh suasana yang nyaman dan damai.  
Antar umat beragama adalah, pemeluk agama yang 
berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi yang di 
maksud dengan kerukunan antar umat beragama adalah 
terbinanya dan terpeliharanya kerukunan antar peluk 
agama yang berbeda. 
 
 
Penelitian Terdahulu  
 
Sejauh pengetahuan penulis, penelitian yang secara khusus 
membahas tentang peran FKUB dalam membina kerukunan 
antar umat beragama belum ada yang mengkajinya. Pada 
bagian ini akan disebutkan beberapa penelitian terdahulu 
yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Penelitian pertama 
adalah tesis yang disusun A. Sulaeman Rahmadi (UMS 2012) 
dengan judul Peran Kaum Muslimin dalam Pembinaan 
Kerukunan Hidup Antarumat Beragama di Kota Surakarta. 
Dr. H. Abdul Muis M.Si               Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai NKRI   




Memberikan kesimpulan, bagi segenap umat beragama yang 
menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia 
disarankan untuk membiasakan dialog diantara mereka 
tentang perbedaan yang ada agar semua hal bisa dibicarakan 
dengan baik dan bisa dicari solusinya.9  
Penelitian kedua dilakukan oleh Putri Kartika Sari (UNS 
2007), dalam Skripsinya: Implementasi Pemberdayaan 
Kerukunan Umat Beragama Di Surakarta Melalui Surat 
Keputusan Walikota Nomor 450/20.1.2007 Tahun 2007 
Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama 
(FKUB) dan Dewan Penasehat FKUB di Kota Surakarta. Salah 
satu kesimpulanya adalah dalam pelaksanaan pemberdayaan 
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surakarta 
dirasakan masih banyak terdapat berbagai kekurangan yang 
akan dapat menghambat pelaksanaan fungsi Forum 
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Surakarta.10  
Penelitian ketiga, yaitu penelitian Dedy, M Faiqus Syahrain 
Imdady dengan judul Peran Forum Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB) Kota Malang dalam Menjaga Kerukunan 
antar Umat Beragama di Kota Malang. Penelitian ini mencoba 
menguraikan beberapa hal. Pertama, program FKUB Kota 
Malang dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota 
                                            
9
 A. Sulaiman Rahmadi, “Peran Kaum Muslimin dalam Pembinaan 
Kerukunan Hidup Antar umat Beragama di Kota Surakarta”. Tesis 
Program Magister Pemikiran Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, hal. vii. 
10 Putri Kartika Sari, 2007, Implementasi Pemberdayaan Kerukunan Umat 
Beragama di Surakarta melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 
450/20.1.2007 Tahun 2007 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat 
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Malang memiliki 5 program utama dan beberapa program 
tambahan seperti studi banding ke FKUB Kota lainnya. 
Kedua, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program-
program yang dimiliki FKUB melibatkan pihak luar, seperti 
kelompok masyarakat, organisasi lintas agama dan elemen 
masyarakat lainnya, dengan begitu FKUB tidak hanya berjalan 
sendiri dan merasa terbantu sehingga program tersebut dapat 
terlaksana dengan baik. Ketiga, faktor penghambat atau 
kendala yang ditemui FKUB dalam menjalankan programnya 
yaitu seperti adanya beberapa masyarakat yang kurang 
mengerti tentang keberadaan, progra dan tujuan yang dimiliki 
FKUB sendiri, hal ini terjadi karena kurang maksimalnya 
sosialiasasi, kurangnya media dalam program sosialisasi juga 
menjadi kendala yang dihadapi FKUB sendiri. Keempat, 
upaya FKUB dalam mengatasi kendala yang dihadapi yaitu 
dengan lebih memaksimalkan lagi sosialisasi dan menambah 
media sosialisasi, dengan harapan agar banyak masyarakat 
yang mengerti tentang keberadaan, program dan tujuan yang 
dimiliki FKUB sehingga semua program berjalan dengan baik. 
Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh 
Muhammad Anang Firdaus tentang Eksistensi FKUB dalam 
Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. 
Penelitian ini menjelaskan bahwa FKUB merupakan produk 
peraturan perundang-undangan yang bertujuan memelihara 
kerukunan umat beragama di Indonesia. Tidak bisa 
dipungkiri, hingga saat ini, FKUB di beberapa daerah belum 
mampu memberikan kontribusi secara optimal sebagaimana 
diamanahkan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 karena berbagai 
kendala yang dihadapi. Namun demikian, keberadaan dan 
peran FKUB harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. 
FKUB merupakan aset yang sangat berharga bagi 
pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia. 
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Metode yang digunakan untuk mengkaji persoalan peran 
FKUB Jember dalam menciptakan kerukunan antar umat 
beragama, yang akan dilakukan dengan rancangan metode 
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan 
melalui pendekatan sosiologi agama.  Selain itu, pendekatan 
sosiologi agama bermaksud untuk mencari interaksi FKUB 
terhadap fenomena beragama di Kabupaten Jember. Michael 
S. Norhcott menjelaskan pendekatan sosiologis dibedakan dari 
pendekatan lainnya karena fokusnya pada interaksi agama 
dan masyarakat. Pra-anggapan dasar perspektif sosiologis 
adalah perhatiannya pada struktur sosial, konstruksi 
pengalaman manusia dan kebudayaan termasuk agama. 
Obyek-obyek, pengetahuan, praktik-praktik dan institusi-
institusi dalam dunia sosial, oleh para sosiolog dipandang 
sebagai produk interaksi manusia dan konstruksi sosial. Bagi 
para sosiolog, agama adalah salah satu bentuk konstruksi 
sosial. Pemahaman akan Tuhan, ritual, nilai, hierarki 
keyakinan-keyakinan dan perilaku religius, menurut sosiolog 
adalah untuk memperoleh kekuatan kreatif atau menjadi 
subyek dari kekuatan lain yang lebih hebat dalam dunia 
sosial.11 
                                            
11
 Media Zainul Bahri, Wajah Studi Agama-agama (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2015), hal. 43. 
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Subjek Penelitian atau Informan Penelitian 
 
Penelitian ini akan mengambil objek materialnya institusi, 
lembaga keagamaan dalam hal ini FKUB, terutama berkaitan 
dengan perannya dalam menciptakan kerukunan antar umat 
beragama. Tentu saja, yang menjadi informan dalam 
penelitian ini adalah lembaga FKUB sebagai institusi sosial 
keagamaan penelitian. Subjek penelitian ditentukan dengan 
menggunakan pusposive random sampling, yaitu subjek 
penelitian ditentukan berdasarkan tujuan penelitian.  
Oleh sebab itu, subjek penelitian dibatasi institusi FKUB 
yang selama ini memiliki peran yang sangat penting sebagai 
mediator antar umat beragama. Untuk selanjutnya penentuan 
informan dilakukan secara snowballing, yaitu; untuk pertama 
kali peneliti menemui salah seorang informan yang 
dipandang cukup mengalami masalah konversi agama, lalu 
dikembangkan dan dilacak ke informan-informan berikutnya. 
 
Teknik Pengumpulan Data 
 
Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dilalui 
melalui berbagai cara, yaitu; pertama, personal document. 
Metode ini digunakan untuk mempelajari pengalaman batin 
seseorang dengan cara mengumpulkan catatan pribadi, 
maupun berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada 
informan. Jawaban bebas yang diberikan oleh responden 
memungkinkan untuk menyampaiakn kesan-kesan batin. 
Kedua, wawancara mendalam ---mengajak informan untuk 
melakukan refleksi interpretasi terhadap pengalaman 
keberagamaan. Metode ini diperlukan untuk mendapatkan 
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informasi lebih banyak danmendalam, dan kemungkinan 
mampu membaca ekspresi wajah seseorang sehingga 
terhindar dari kemungkinan kebohongan.  
Ketiga, Observasi untuk menggali terkait dengan potret 
masyarakat korban kekerasan Jember dengan segala aktivitas 
keintelektual dan tindakan praksis keagamaan mereka 
sehingga diperoleh deskripsi akan konteks psikologis-
sosiologis, dalam pandangan keagamaan yang mereka 
sampaikan. 
 
Metode Analisis Data 
 
Dalam penelitian ini juga menggunakan metode dalam rangka 
melakukan analisa data. Metode analisa data diperlukan 
untuk mekonstrusi teoritis dan mensistimatisir hasil peneltian 
di lapangan tentang peran FKUB, maka digunakan metode 
analisa sebagai berikut: pertama, discourse analysis 
menganalisa dan merefleksikan segala pandangan dan 
pemikiran serta peran/gerakan FKUB yang disampaikan 
kepada masyarakat beragama di Kabupaten Jember.  
Kedua, hasil konstruksi teoritis, kemudian dikembangkan 
dengan analisa verstehen; proses analisa pada tahap analisa 
simbolik untuk menangkap isi pemikiran, interpretasi; 
menangkap makna dari konsep- konsep dan mendeskripsikan 
secara sistimatis.  
Ketiga, Heurmentik; menafsirkan, mengungkap dan 
menganlisa segala makna esensial-substansial yang terungkap 
dalam setiap pemikiran. Metode heurmeneutik cukup penting 
digunakan dalam penelitian ini, karena ingin mengungkapkan 
dan menganalisa segala makna esensial dalam konteksnya. 
Upaya mengungkapkan dan menganalisa makna setiap 
pemikiran keagamaan masyarakat korban kekerasan. 
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Keempat, metode deduksi dan induksi. Kedua metode ini 
diterapkan dalam penelitian setelah data-data telah 
dikumpulkan dan dianalisa, lalu kemudian disimpulkan 
berdasarkan data-data tersebut. Penyimpulan ini tidak untuk 
merumuskan suatu generalisasi tetapi untuk mewujudkan 
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AGAMA DAN MASYARAKAT 
 
 




Banyak ahli menyebutkan agama berasal dari bahasa 
Sansakerta, yaitu “a” yang berarti tidak dan “gama” yang 
berarti kacau. Maka agama berarti tidak kacau (teratur). 
Dengan demikian agama itu adalah peraturan, yaitu 
peraturan yang mengatur keadaan manusia, maupun 
mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti dan 
pergaulan hidup bersama.12 Menurut Daradjat agama adalah 
proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu 
yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada 
manusia. Sedangkan Glock dan Stark mendefinisikan agama 
sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan 
system perilaku yang terlembaga, yang kesemuanya terpusat 
pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling 
maknawi (ultimate Mean Hipotetiking).13  
                                            
12 Faisal Ismail, Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi 
Historis (Jogyakarta: Titian Ilahi Press: 1997), hal. 28. 
13 Daradjat, Zakiyah, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: Bulan Bintang. 2005), hal. 
10. 
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Sementarta Cliffort Geertz mengistilahkan agama sebagai 
(1) sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku untuk (2) 
menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat, 
yang meresapi dan yang tahan lama dalam diri manusia 
dengan (3) merumuskan konsep-konsep mengenai suatu 
tatanan umum eksistensi dan (4) membungkus konsep-konsep 
ini dengan semacam pancaran faktualitas, sehingga (5) 
suasana hati dan motivasi-motivasi itu tampak realistis.14 
Agama disebut Hadikusuma dalam Bustanuddin Agus 
sebagai ajaran yang diturunkan oleh Tuhan untuk petunjuk 
bagi umat dalam menjalani kehidupannya.15 Ada juga yang 
menyebut agama sebagai suatu ciri kehidupan sosial manusia 
yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat 
mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang 
memenuhi untuk disebut “agama” yang terdiri dari tipe-tipe 
simbol, citra, kepercayaan dan nilai-nilai spesifik dengan 
mana makhluk manusia menginterpretasikan eksistensi 
mereka yang di dalamnya juga mengandung komponen 
ritual.16  
Sementara Elizabeth K. Nottingham dalam buku Jalaludin, 
mengatakan agama adalah gejala yang begitu sering “terdapat 
di mana-mana”, dan agama berkaitan dengan usaha-usaha 
manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaan 
diri sendiri dan keberadaan alam semesta. Selain itu agama 
dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling 
sempurna dan juga perasaan takut dan ngeri. Meskipun 
                                            
14
 Cliffort Geertz, Kebudayaan dan Agama (Jogyakarta: Kanisius:1992), 
hal. 5. 
15
 Bustanuddin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia :Pengantar 
Antropologi Agama, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada: 2006), hal. 33. 
16
 Ishomuddin.Pengantar Sosiologi Agama (Jakarta: Ghalia 
Indonesia:2002), hal. 29. 
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perhatian tertuju kepada adanya suatu dunia yang tak dapat 
dilihat (akhirat), namun agama melibatkan dirinya dalam 
masalah-maslaah kehidupan sehari-hari di dunia.17 Hal yang 
sama disampaikan oleh Radcliffe Brown menyatakan definisi 
agama seperti yang dikutip oleh Betty R.Scharf dalam 
bukunya “kajian Sosiologi Agama” ialah ekspresi suatu 
bentuk ketergantungan pada kekuatan diluar diri kita, yakni 
kekuatan yang dapat kita katakana sebagai kekuatan  spiritual 
atau kekuatan moral.18 
Ada beberapa istilah lain dari agama, antara lain religi, 
religion (Inggris), religie (Belanda) religio/relegare (Latin) dan 
dien (Arab). Kata religion (Bahasa Inggris) dan religie (Bahasa 
Belanda) adalah berasal dari bahasa induk dari kedua bahasa 
tersebut, yaitu bahasa Latin “religio” dari akar kata “relegare” 
yang berarti mengikat.19 Menurut Cicero, relegare berarti 
melakukan sesuatu perbuatan dengan penuh penderitaan, 
yakni jenis laku peribadatan yang dikerjakan berulang-ulang 
dan tetap. Lactancius mengartikan kata relegarese bagai 
mengikat menjadi satu dalam persatuan bersama.20  
Dalam Bahasa Arab, agama di kenal dengan kata al-din dan 
al-milah. Kata al-din sendiri mengandung berbagai arti al-mulk 
(kerajaan), al-khidmat (pelayanan), al-izz (kejayaan), al-dzull 
(kehinaan), al-ikrah (pemaksaan), al-ihsan (kebajikan), al-adat 
(kebiasaan), al-ibadat (pengabdian), al-qahr wa al-sulthan 
(kekuasaan dan pemerintahan), al-tadzallulwa al-khudu (tunduk 
                                            
17 Jalaludin, Psikologi Agama, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 
hal.317. 
18Betty R. Scharf, Kajian Sosiologi Agama, Terj. Machnun Husein 
(Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1995), hal. 30. 
19 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2002), hal. 13. 
20 Faisal Ismail, Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi 
Historis (Jogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hal.28. 
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dan patuh), al-tha‟at (taat), al-Islamal-tauhid (penyerahan dan 
mengesakan Tuhan).21  
Sementara al-Milah berasal dari kata millah terambil dari 
kata malla yang berarti telah lama, memberatkan, 
membosankan. Dalam kamus al-Munawwir disebutkan bahwa 
millah memiliki arti syariat agama, dan bermakna agama.22 
Menurut M. Quraish Shihab, makna millah yakni agama 
(prinsip-prinsip akidah, syari’ah, dan akhlaq).23 Sedangkan 
menurut al-Alusi dalam karya tafsirnya yakni rauhul ma’ani 
mengatakan bahwa millah yakni dasar-dasar syari’at 





Unsur-unsur terpenting dalam agama antara lain: 
1) Kekuatan gaib: manusia merasa dirinya lemah dan berhajat 
pada kekuatan gaib itu sebagai tempat meminta tolong. 
Oleh karena itu manusia merasa harus mengadakan 
hubunganbaik dengan kekuatan gaib tersebut. Hubungan 
baik ini dapat diwujudkan dengan mematuhi perintah dan 
larangan kekuatan gaib tersebut. 
                                            
21 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 
2002), hal. 13. 
22 Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia 
(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 1360. 
23 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: pesan, kesan, dan keserasian Al-
Qur’an volume 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hal. 770. 
24 Syihabu ad-din Mahmud bin Abdullah al-Husaini al-Alusi, Rauhul ma’ani 
fi tafsir Qur’anul ‘adzim wa sab’u matsani (Beirut: Dar Kitab al -‘Ilmiyah, jilid 1, 
1415 H), hal. 448.  
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2) Keyakinan manusia bahwa kesejahteraannya di dunia ini 
dan hidupnya diakhirat tergantung pada adanya hubungan 
baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Dengan 
hilangnya hubungan baik itu, kesejahteraan dan 
kebehagiaan yang dicari akan hilang juga. 
3)  Respon yang bersifat emosional dari manusia. Respon itu 
bisa mengambil bentuk perasaant akut, seperti yang 
terdapat dalam agama-agama primitif, atau perasaan cinta, 
seperti yang terdapat dalam agama-agama monoteisme. 
Selanjutnya respon mengambil bentuk penyembahan yang 
terdapat dalam agama-agama primitif, atau pemujaan yang 
terdapat dalam agama-agama monoteisme. Lebih lanjut 
lagi respon itu mengambil bentuk cara hidup tertentu bagi 
masyarakat yang bersangkutan. 
4) Paham adanya yang kudus (sacred) dan suci, dalam bentuk 
kekuatan gaib, dalam bentuk kitab yang mengandung 






Kehidupan manusia selalu dibayangi oleh agama, karena 
setiap manusia yang lahir ke dunia ini membawa suatu 
thabi’at dalam dirinya, yaitu gharizah tadaayun atau naluri ingin 
beragama.26 Hal ini, memang telah menjadi fitrah kejadian 
                                            
25 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya,  (Jakarta: UI 
Press, 2013), hal. 11. 
26 Taqiyuddin an Nabhani, Peraturan Hidup dalam Islam, (Bogor: Pustaka 
Thariqul ‘Izzah, 2001), hal. 39. 
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manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. 
Selain dari pada faktor internal, dorongan manusia untuk 
beragamapun dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu suasana 
lingkungan kehidupan dan iklim dimana ia hidup.27 
Agama yang disebut J.H. Leuba sebagai cara bertingkah 
laku, sebagai sistem kepercayaan atau sebagai emosi yang 
khusus. Sementara Thouless memandang agama sebagai 
hubungan praktis yang dirasakan dengan apa yang dipercayai 
sebagai makhluk atau sebagai wujud yang lebih tinggi dari 
manusia.28 Sebagai apa yang dipercayai, agama memiliki 
peranan penting dalam hidup dan kehidupan manusia baik 
secara pribadi maupun secara kelompok. Secara umum agama 
berfungsi sebagai jalan penuntun penganutnya untuk 
mencapai ketenangan hidup dan kebahagian di dunia 
maupun di kehidupan kelak.  
Durkheim menyebut fungsi agama sebagai pemujaan 
masyarakat, ia menyatakan bahwa agama (religion) ...is a unfied 
system of beliefs and practices relative to sacred things, that is to say, 
things set apart and forbidden –beliefs ang practices which unite into 
one single moral community called a church, all those to adhare to 
them (agama adalah kesatuan kepercayaan dan praktek-
praktek yang berkaitan dengan yang sakral, yaitu hal-hal yang 
disisihkan dan terlarang –kepercayaan dan praktek-praktek 
yang menyatukan seluruh orang yang menganut dan 
meyakini hal-hal tersebut ke dalam satu komunitas moral 
yang disebut gereja;29 sementara Marx menyatakan “Religion is 
                                            
27 Arifin, Menguak Misteri Ajaran Agama-Agama Besar, (Jakarta: Golden 
Trayon, 1994), hal. 8 
28 Sururin.Ilmu Jiwa Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 
4. 
29 Durkhiem, The Elementary Forms of the Religious Life (New York: The 
Free Press, 2011), hal. 80. 
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the opium of the masses” (Agama adalah candu masyarakat);30 
dan Weber menyebut agama sebagai sumber perubahan 
sosial.31 agama-lah yang berjasa melahirkan perubahan sosial 
yang paling spektakuler dalam sejarah peradaban manusia. 
Dengan nilai-nilai keagamaan, penganutnya terdorong 
melakukan perubahan sosial dalam rangka melahirkan 
peradaban yang lebih humanis. 
Lebih lanjut Menurut Hendro Puspito, menaytakan fungsi 
agama bagi manusia meliputi: 
1. Fungsi Edukatif, manusia mempercayakan fungsi edukatif 
pada agama yang mencakup tugas mengajar dan 
membimbing. Keberhasilan pendidikan terletak pada 
pendayagunaan nilai-nilai rohani yang merupakan pokok-
pokok kepercayaan agama. Nilai yang diresapkan antara 
lain: makna dan tujuan hidup, hati nurani, rasa tanggung 
jawab dan Tuhan. 
2. Fungsi Penyelamatan Agama, dengan segala ajarannya 
memberikan jaminan kepada manusia keselamatan di 
dunia dan akhirat. 
3. Fungsi Pengawasan Sosial Agama, ikut bertanggung jawab 
terhadap norma-norma sosial sehingga agama menyeleksi 
kaidah-kaidah sosial yang ada, mengukuhkan yang baik 
dan menolak kaidah yang buruk agar selanjutnya 
ditinggalkan dan dianggap sebagai larangan. Agama juga 
memberi sangsi-sangsi yang harus dijatuhkan kepada 
orang yang melanggar larangan dan mengadakan 
pengawasan yang ketat atas pelaksanaannya. 
                                            
30 Karl Marx, “Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right”, 
dalam David McLellan (Ed.), Karl Marx Selected Writings, (Oxford: 
Oxford University Press, 2000), hal. 71-72. 
31 Ishomudin, Pengantar Sosiologi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 57. 
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4. Fungsi Memupuk Persaudaraan, persamaan keyakinan 
merupakan salah satu persamaan yang bisa memupuk rasa 
persaudaraan yang kuat. Manusia dalam persaudaraan 
bukan hanya melibatkan sebagian dari dirinya saja, 
melainkan seluruh pribadinya juga dilibatkan dalam suatu 
keintiman yang terdalam dengan sesuatu yang tertinggi 
yang dipercaya bersama. 
5. Fungsi Transformatif, agama mampu melakukan 
perubahan terhadap bentuk kehidupan masyarakat lama ke 
dalam bentuk kehidupan baru. Hal ini dapat berarti pula 
menggantikan nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-
nilai baru. Transformasi ini dilakukan pada nilai-nilai adat 
yang kurang manusiawi.  Sebagai contoh kaum Qurais 
pada jaman Nabi Muhammad yang memiliki kebiasaan 
jahiliyah karena kedatangan Islam sebagai agama yang 
menanamkan nilai-nilai baru sehingga nilai-nilai lama yang 
tidak manusiawi dihilangkan.32 
Berbeda dengan Hendro Puspito, Jalaluddin mengetengahkan 
delapan fungsi agama,33 yakni: 
1. Berfungsi Edukatif, para penganut agama berpendapat 
bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-
ajaran yang harus patuhi. Agama secara yuridis berfungsi 
menyuruh dan melarang, keduanya memiliki latar 
belakang mengarahkan bimbingan agar pribadi 
penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik 
menurut ajaran agama masing-masing.  
2. Berfungsi Penyelamat Manusia menginginkan keselamatan. 
Keselamatan meliputi bidang yang luas adalah 
keselamatan yang diajarkan agama. Keselamatan yang 
                                            
32 Ibid. Hal. 12 
33 Jalaluddin.Psikologi Agama. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada. 2002. 
Hal. 247-249 
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diberikan agama adalah keselamatan yang meliputi dua 
alam, yakni dunia dan akhirat.  Dalam mencapai 
keselamatan itu agama mengajarkan para penganutnya 
melalui pengenalan kepada masalah sakral, berupa 
keimanan kepada Tuhan. 
3. Berfungsi Sebagai Pendamai, melalui agama seseorang 
yang berdosa dapat mencapai kedamaian batin. Rasa 
berdosa dan rasa bersalah akan segera menjadi hilang dari 
batinnya jika seorang pelanggar telah menebus dosanya 
melaui tobat, pensucian atau penebusan dosa. 
4. Berfungsi Sebagai Kontrol Sosial, para penganut agama 
sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya terikat batin 
kepada tuntunan ajaran tersebut, baik secara individu 
maupun secara kelompok. Ajaran agama oleh penganutnya 
dianggap sebagai norma, sehingga dalam hal ini agama 
dapat berfungsi sebagai pengawas sosial secara individu 
maupun kelompok. 
5. Berfungsi Sebagai Pemupuk Solidaritas, para penganut 
agama yang sama secara psikologis akan merasa memiliki 
kesamaan dalam satu kesatuan iman dan kepercayaan. 
Rasa kesatuan ini akan membina rasa solidaritas dalam 
kelompok maupun perorangan, bahkan kadang-kadang 
dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh. 
6. Berfungsi Transformatif, ajaran agama dapat mengubah 
kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok menjadi 
kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang 
dianutnya. Kehidupan baru yang diterimannya kadangkala 
mampu mengubah kesetiaan kepada adat atau norma 
kehidupan yang dianutnya sebelum itu. 
7. Berfungsi Kreatif, agama mendorong dan mengajak para 
penganutnya untuk bekerja produktif bukan saja untuk 
kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga demi kepentingan 
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orang lain. Penganut agama tidak hanya disuruh bekerja 
secara rutin, akan tetapi juga dituntut melakukan inovasi 
dan penemuan baru. 
8. Berfungsi Sublimatif, ajaran agama mengkuduskan segala 
usaha manusia, bukan saja yang bersifat duniawi namun 
juga yang bersifat ukhrawi. Segala usaha tersebut selama 
tidak bertentangan dengan norma-norma agama, dilakukan 
secara tulus ikhlas karena dan untuk Allah adalah ibadah. 
Sementara Ahmad Miftah menyatakan bahwa fungsi agama 
bagi manusia diantaranya: 
1. Sebagai Pembimbing dalam Hidup, pengendali utama 
kehidupan manusia adalah kepribadiannya yang 
mencakup segala unsure pengalaman pendidikan dan 
keyakinan yang didapatnya sejak kecil. Apabila dalam 
pertumbuhan seseorang terbentuk suatu kepribadian yang 
harmonis, dimana segala unsur pokoknya terdiri dari 
pengalaman yang menentramkan jiwa maka dalam 
menghadapi dorongan baik yang bersifat biologis ataupun 
rohani dan sosial akan mampu menghadapi dengan 
tenang. 
2. Penolong dalam Kesukaran, orang yang kurang yakin akan 
agamanya (lemah imannya) akan menghadapi 
cobaan/kesulitan dalam hidup dengan pesimis, bahkan 
cenderung menyesali hidup dengan berlebihan dan 
menyalahkan semua orang. Beda halnya dengan orang 
yang beragama dan teguh imannya, orang yang seperti ini 
akan menerima setiap cobaan dengan lapang dada. Dengan 
keyakinan bahwa setiap cobaan yang menimpa dirinya 
merupakan ujian dari tuhan (Allah) yang harus dihadapi 
dengan kesabaran karena Allah memberikan cobaan 
kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Selain 
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itu, barang siapa yang mampu menghadapi ujian dengan 
sabar akan ditingkatkan kualitas manusia itu. 
3. Penentram Batin, jika orang yang tidak percaya akan 
kebesaran tuhan tak peduli orang itu kaya apalagi miskin 
pasti akan selalu merasa gelisah. Orang yang kaya takut 
akan kehilangan harta kekayaannya yang akan habis atau 
dicuri oleh orang lain, orang yang miskin apalagi, selalu 
merasa kurang bahkan cenderung tidak mensyukuri hidup. 
Lain halnya dengan orang yang beriman, orang kaya yang 
beriman tebal tidak akan gelisah memikirkan harta 
kekayaannya. Dalam ajaran Islam harta kekayaan itu 
merupakan titipan Allah yang didalamnya terdapat hak 
orang-orang miskin dan anak yatim piatu. Bahkan 
sewaktu-waktu bisa diambil oleh yang maha berkehendak, 
tidak mungkin gelisah. Begitu juga dengan orang yang 
miskin yang beriman, batinnya akan selalu tentram karena 
setiap yang terjadi dalam hidupnya merupakan ketetapan 
Allah dan yang membedakan derajat manusia dimata Allah 
bukanlah hartanya melainkan keimanan dan 
ketakwaannya. 
4. Pengendali Moral, setiap manusia yang beragama yang 
beriman akan menjalankan setiap ajaran agamanya. 
Terlebih dalam ajaran Islam, akhlak amat sangat 
diperhatikan dan di junjung tinggi dalam Islam. Pelajaran 
moral dalam Islam sangatlah tinggi, dalam Islam diajarkan 
untuk menghormati orang lain, akan tetapi sama sekali 
tidak diperintah untuk meminta dihormati. Islam mengatur 
hubungan orang tua dan anak dengan begitu indah. Dalam 
Al-Qur’an ada ayat yang berbunyi: “dan jangan kau 
ucapkan kepada kedua (orang tuamu) uf!!” Tidak ada ayat 
yang memerintahkan kepada manusia (orang tua) untuk 
minta dihormati kepada anak. Selain itu Islam juga 
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mengatur semua hal yang berkaitan dengan moral, mulai 
dari berpakaian, berperilaku, bertutur kata hubungan 
manusia dengan manusia lain (hablum minannas atau 
hubungan sosial). Termasuk di dalamnya harus jujur, jika 
seorang berkata bohong maka dia akan disiksa oleh api 
neraka. Ini hanya contoh kecil peraturan Islam yang 




Agama Sebagai Peluang Sekaligus Tanta-
ngan dalam Membangun Kerukunan 
 
 
Dalam perpsektif sosiologis, agama merupakan sistem 
kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial yang 
diperankan oleh masyarakat sendiri. Agama juga berkaitan 
dengan pengalaman manusia (baik sebagai individu maupun 
kelompok). Sehingga setiap perilaku yang diperankannya 
akan terikat dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang 
dianutnya. Perilaku individu dan sosial dipengaruhi oleh 
nilai-nilai ajaran agama yang menginternalisasi pada masing-
masing individu.34  
Agama seharuhnya menjadi sumber tatanan masyarakat 
dan perdamaian batin sebagai sesuatu yang mengagungkan 
dan memuliakan, serta membuat manusia beradab.35 
Implementasi dari ajaran agama harusnya menjadi pedoman 
bagi kehidupan manusia agar tercapainya kebahagiaan 
bersama. Akan tetapi, dalam melakukan kehidupan sosial 
                                            
34 Dadang Kahmad, Sosoilogi Agama (Bandung: Rosdakarya, 2000), hal. 53. 
35 Thomas F. O’dea, Sosiologi Agama, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hal. 12. 
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masyarakat manusia dihadapkan kepada tiga permasalahan, 
yaitu katidak mampuan, ketidak berdayaan, dan ketidak 
pastian. Sehingga dewasa ini, sering terjadi konflik sosial-
keagamaan yang diperankan oleh para pemeluk agama itu 
sendiri. Ironisnya, ajaran agama kerap dipandang sebagai 
muaranya sebuah konflik. Hal inilah yang menjadi ketidak 
selarasan antara teori dengan fakta yang ada, sehingga 
menimbulkan sebuah permasalahan yang pelik.  
Konflik sosial-keagamaan sudah sering terjadi belakangan 
ini, baik yang bersifat internasional maupun nasional, bahkan 
ada yang bersifat lokal. Konflik kini berjenis destruktif dan 
berkepanjangan. Konflik sosial-keagamaan yang berskala 
internasional adalah yang terjadi antara Israel dengan 
Palestina yang terus menerus terjadi dari tahun 1967 hingga 
sekarang sedangkan yang berskala nasional adalah kasus 
penistaan agama yang dilakukan  oleh Ahok, semetara yang 
bersifat lokal  adalah konflik Sunni-Syiah di Puger tahun 2014 
yang menelan korban 1 orang, bahkan ada potensi konflik 
antara STDI di Gladak Pakem kelurahan keranjingan dengan 
masyrakat sekitar, potensi konflik ini di picu oleh pendirian 
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Kata kerukunan berasal dari bahasa arab ruknun (rukun) kata 
jamaknya adalah arkan yang berarti asas, dasar atau pondasi 
(arti generiknya). Dalam bahasa Indonesia arti rukun ialah: 1) 
Rukun (nominal), berarti: Sesuatu yang harus di penuhi untuk 
sahnya pekerjaan, seperti tidak sahnya manusia dalam 
sembahyang yang tidak cukup syarat, dan rukunya asas, yang 
berarti dasar atau sendi: semuanya terlaksana dengan baik 
tidak menyimpang dari rukunnya agama. 2) Rukun (ajektif) 
berarti: Baik dan damai tidak bertentangan: hendaknya kita 
hidup rukun dengan tetangga, bersatuhati, sepakat. 
Merukunkan berarti: (1) mendamaikan; (2) menjadikan 
bersatu hati. Kerukunan: (1) perihal hidup rukun; (2) rasa 
rukun; kesepakatan: kerukunan hidup bersama.36 Kerukunan 
berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan 
menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk 
                                            
36
 Imam Syaukani, Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-
UndanganKerukunan Umat Beragama (Jakarta: Puslitbang, 2008), hal. 
5. 
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membina kehidupan sosial yang saling pengertian serta 
menerima dengan ketulusan hati yang penuh ke ikhlasan.  
Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan 
terpeliharannya pola-pola interaksi yang beragam diantara 
unit-unit (unsure/sub sistem) yang otonom. Kerukunan 
mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh 
sikap saling menerima, saling mempercayai, saling 
menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai 
kebersamaan.37 Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan 
kerukununan adalah damai dan perdamaian. Dengan 
pengertian ini jelas, bahwa kata kerukunan hanya 
dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan.  
Kerukunan antar umat beragama bukan berarti merelatifir 
agama-agama yang ada dan melebur kepada satu totalitas 
(sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang 
ada itu sebagai mazhab dari agama totalitas itu, melainkan 
sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur 
hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara 
golongan umat beragama dalam kehidupan sosial 
kemasyarakatan.38 Jadi dapat disimpulkan bahwa kerukunan 
ialah hidup damai dan tentram saling toleransi antara 
masyarakat yang beragama sama maupun berbeda, kesediaan 
mereka untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan 
orang atau kelompok lain, membiarkan orang lain untuk 
mengamalkan ajaran yang diyakini oleh masing-masing 
masyarakat, dan kemampuan untuk menerima perbedaan.  
Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi 
sosial dimana semua golongan agama bisa hidup 
                                            
37 Ridwan Lubis, Cetak Biru Peran Agama (Jakarta: Puslitbang, 2005), hal. 7-
8. 
38 Said Agil Munawar, Fikih Hubungan Antar Umat Beragama (Jakarta: 
Ciputat Press, 2005), hal. 4-5. 
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berdampingan bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar 
masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. 
Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia dipolakan 
dalam Trilogi Kerukunan yaitu:  
1. Kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama 
Ialah kerukunan di antara aliran-aliran, paham-paham, 
mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau 
komunitas agama.  
2. Kerukunan di antara umat/komunitas agama yang 
berbeda-beda ialah kerukunan di antara para pemeluk 
agama-agama yang berbeda-beda yaitu di antara pemeluk 
Islam dengan pemeluk Kristen Protestan, Katolik, Hindu, 
dan Budha dan Konghucu.  
3. Kerukunan antar umat, komunitas agama dengan 
pemerintah ialah supaya diupayakan keserasian dan 
keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama 
dengan para pejabat pemerintah dengan saling memahami 
dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka 
membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang 
beragama. Dengan demikian kerukunan merupakan jalan 
hidup manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan 
tertentu yang harus dijaga bersama-sama, saling tolong 
menolong, toleransi, tidak saling bermusuhan, saling 





                                            
39
 Depag RI, Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di 
Indonesia (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek 
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997), hal. 8-10. 
Dr. H. Abdul Muis M.Si               Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai NKRI   




Konsep Kerukunan dalam Agama 
 
 
Kerukunan umat beragama memang sangat penting, kapan, 
dan di manapun. Sebagai bangsa yang plural dan 
multikultural, maka kerukunan umat beragama menjadi 
sangat urgen. Dalam hal pembinaan kerukunan umat 
beragama, maka Menteri Alamsyah Perwiranegaraan pernah 
merumuskan konsep yang sangat baik, yang dikenal sebagai 
Tri Kerukunan Umat Beragama, yaitu: kerukunan antar umat 
beragama, kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan 
antara umat beragama dengan pemerintah.  
Memelihara kerukunan antar umat beragama bukan hanya 
ajaran dalam satu agama saja, akan tetapi setiap agama 
mengajarkan kerukunan. Doktrin dalam Islam dan juga 
agama lainnya menjustifikasi adanya perbedaan ini.  Bahkan 
Allah berfirman  
 
ًة َواِحَدًة َولََِٰكْن لِ  ُلوَُكْم ِف َما آتَاُكْم َوَلْو َشاَء اللَُّه ََلََعَلُكْم أُمَّ َيب ْ
َراتِ  ۖ   فَاْسَتِبُقوا اْْلَي ْ  
 
Sekiranya Allah menghendaki, misalnya kamu dijadikan-Nya 
satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap 





                                            
40 Al Qur’an Surat Al-Maidah ayat 48. 
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Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman  
 
يًعاڪَوَلو َشاَء رَبَُّك ََلََمَن َمن ِِف ٱََلرِض  ُم َجَِ أَفَأَنَت ُتكرُِه   ُّلُّ
َٰ َيُكونُواْ ُمؤِمِنيَ   ٱلنَّاَس َحَّتَّ
 
Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua 
orang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu 
(hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang 
orang yang beriman semuanya.41 
 
Kerena itu dalam beragama tidak boleh ada paksaan, 
sebagaimana firman Allah Al-Qur’an    ِين اها فِي الدِّ  Tidak ada َلا إِْكرا
paksaan dalam beragama.42 Agama menjadi tanggung jawab 
individu antara manusia dengan tuhannya,  ِلِيا ِدين  لاُكْم ِدينُُكْم وا
Bagimu agamamu bagiku agamaku.43 Ungkapan yang sangat 
indah tentang kebebasan umat beragama. Ketika usaha untuk 
berdakwah tidak berhasil, maka al-Qur’an menjelaskan bahwa 
manusia hanya punya kewajiban berdakwa sementara 
hasilnya Allah-lah yang menentukan,  
 
 ۖ  ِإنََّك ََل تَ ْهِدي َمْن َأْحبَْبَت َولََِٰكنَّ اللََّه يَ ْهِدي َمْن َيَشاُء 
 َوُهَو أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ 
 
Sesungguhnya kamu (Muhammad) tidak akan dapat memberi 
petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah 
                                            
41 Al Qur’an Surat Yunus ayat 99 
42 Al Qur’an Surat Al-Baqarah: 256 
43 Al Qur’an Surat Al-Kafirun ayat 6 
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memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan 
Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima 
petunjuk.44 
 
Selain ungkapan ayat di atas, bentuk implementasi yang lain 
dari ajaran kebebasan beragama ini, terlihat dalam Piagam 
Madinah. Kebebasan beragama secara eksplisit dapat dilihat 
dalam pasal 25 Piagam Madinah. Di sana dinyatakan “bagi 
orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang 
Islam agama mereka”.45 Sebagaimana dalam pasal tersebut 
jelas telah menjamin kebebasan beragama bagi segenap 
penduduk Madinah yang berbeda-beda agama.  
Selain Piagam Madinah, kebebasan beragama juga bisa 
dilihat dalam sejarah Islam ketika Nabi Muhammad SAW 
dalam berdakwah. Di dalam sejarah tersebut, Nabi 
Muhammad SAW sangat mendambakan perdamaian dan 
amat membenci peperangan, namun peperangan hanya 
dilakukan nabi jika terpaksa dalam kata lain karena ingin 
mempertahankan kebenaran dan membela agama.46 Sehingga 
peperangan bukan memaksakan agama tetapi dalam rangka 
melindungi agama. 
Prestasi Nabi Muhammad SAW dalam merumuskan 
Piagam Madinah, dan para pendiri bangsa Indonesia 
merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 
1945, yang mengatur masalah kerukunan hidup umat 
beragama sangatlah mengesankan. Kedua konsep itu perlu 
ditelaah lebih lanjut, karena prinsip-prinsip yang 
dikandungnya memang tahan banting. keduanya memiliki 
semangat dan strateginya dalam mengatur hidup umat 
                                            
44 Al Qur’an Surat Al-Qashash Ayat 56 
45 Musda Mulia, Negara Islam (Jakarta: Kata Kita, 2010), hal. 177. 
46 Ibid, hal. 179. 
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beragama. Dalam UUD 1945, memberikan kebebasan bagi 
pemeluk agama-agama di negeri ini untuk melaksanakan 
ajaran agamanya masing-masing. Hal ini dalam Bab XI 
(agama) Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi: Negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan agamanya 
dan kepercayaannya itu”.  
Dalam doktrin agama Kristen Protestan, hidup rukun 
dengan semua orang, baik yang seiman maupun yang bukan 
seiman merupakan bagian dari kisah yang diamanatkan Yesus 
Kritus kepada umat Kristen. Yakni sebagai ungkapan syukur 
atas kasih dan keselamatan yang dianugrahkan-Nya (II Petrus: 
14; Kolose1: 17; 3: 15-17). Pada bagian lain ajaran Kristen 
ternyata banyak ajaran yang penuh dengan nuansa 
pembangunan moral, etika dan akhlak berbangsa. Misalnya 
Matius 22:39 mengajarkan bahwa kasih itu bukan hanya pada 
diri sendiri melainkan kepada sesama manusia. Penganut 
Katolik juga mempunyai dasar keyakinan bahwa semua 
bangsa yang hidup di dunia ini berasal dari satu Bapak, oleh 
karena itu, orang Katolik merasa harus menghadapi setiap 
kelompok di luar mereka dengan penuh kasih dan 
menghargai mereka. Hal ini sesuai dengan sikap Yesus ketika 
berdoa untuk semua orang. Dalam do’anya Yesus 
mengatakan: “Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdo’a 
tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh 
pemberitaan mereka,…”47 
Bagi penganut agama Hindu, ajaran Atmanastuti adalah 
salah satu pilar ajaran yang melahirkan sikap hidup rukun. 
Ajaran ini mengajarkan penyelesaian beda pendapat melalui 
jalan musyawarah. Selain itu terkenal pula ajaran tentang 
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 Yohanes 17: 20-22 
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kerukunan yang disebut dengan Tattawam Asi. Doktrin 
agama Buddha juga sarat dengan ajaran kerukunan yang 
berguna bagi peningkatan moral, etika dan akhlak berbangsa. 
Salah satu dari ajaran kerukunan itu adalah ajaran Brahma 
Vihara (Catur Paramita menurut kitab Sanghiang 
Kamahayanikan) yakni terdiri dari empat sifat mulia yaitu: 
cinta kasih bagi semua makhluk, tanpa pamrih tanpa 
mementingkan diri sendiri. Karena, sifat kasih sayang tidak 
terbatas. Mudita, perasaan simpati terhadap kebahagiaan dan 
kegembiraan orang lain. Upeka, yakni bathin yang seimbang, 
selaras dan serasi, bebas dari kekerasan dan kegelisahan 
batin.48 Agama Konghucu juga mengajarkan tentang hidup 
rukun dengan pemelukagama lainnya. Di antara ajaran atau 
lebih dikenal dengan lima sifat yang mulia (Wu Cang) yang 
dipandang sebagai konsep ajaran yang dapat menciptakan 
kehidupan harmonis.49  
Sejak zaman Orde Baru, pemerintah telah berupaya 
merumuskan regulasi yang mengatur pola kerukunan umat 
beragama. Mukhti Ali, ketika menjadi Menteri Agama RI pada 
masa Orde Baru, telah membangun dasar teoritik kerukunan 
umat beragama di Indonesia dengan mengajukan konsep agree 
indisagreement. Pada masa Mukhti Ali inilah konsep 
kerukunan umat beragama, menjadi regulasi yang jelas dan 
terarah.50 Semasa kepemimpinannya, Mukhti Ali mampu 
memainkan perannya dalam reorientasi politis kebijakan 
Departemen Agama dan membangkitkan kegairahan hidup 
                                            
48 Taslim HM Yasin, Kerukunan Umat Beragama (Subtansi dan Realitas 
Nilai-NilaiUniversal Keagamaan) (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 
2003), hal. 61-64. 
49 Jirhanuddin, Perbandingan Agama (Pengantar Studi Memahami Agama-
Agama), (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hal. 208. 
50 A. Mukti Ali, Agama dan Pembangunan di Indonesia, hal. 143-148. 
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beragama dengan menumbuhkan keharmonisan hubungan 
antar umat beragama dan memperbaiki citra lembaga-
lembaga keagamaan.  
Mukti Ali51 menawarkan konsep kerukunan umat 
beragama dengan lima aspek yaitu:  
1. Sinkretisme paham ini berkeyakinan bahwa pada dasarnya 
semua agama itu adalah sama. Sinkretisme berpendapat 
bahwa semua tindak laku harus dilihat sebagai wujud dan 
manifestasi dari Keberadaan Asli (zat), sebagai pancaran 
dari Terang Asli yang satu, sebagai ungkapan dari 
Substansi yang satu, dan sebagai ombak dari Samudera 
yang satu. Aliran Sinkretisme ini disebut juga Pan-theisme, 
Pan-kosmisme, Universalime, atau Theo-panisme,  
2. Rekonception Agama adalah suatu keyakinan mengenai 
cara hidup yang benar. Keinginan itu adalah desakan atau 
tuntutan alam semesta. Keinginan yang timbul menjadi inti 
dari agama. Agama bersifat pribadi dan universal, artinya 
agama merupakan pengalaman seseorang tetapi sesuai 
dengan kebutuhan dan keinginan umum dari hati manusia. 
Untuk itu harus disusun agama universal yang memenuhi 
segala kebutuhan dengan cara reconception. Reconception 
yaitu menata dan meninjau ulang agama masing -masing 
dalam konfrontasi dengan agama-agama lain,  
3. Sintesis yakni menciptakan suatu agama baru yang elemen-
elemennya diambilkan dari agama-agama lain. Dengan 
cara ini, tiap-tiap pemeluk dari suatu agama merasa bahwa 
sebagian dari ajaran agamanya telah diambil dan 
dimasukkan ke dalam agama sintesis (campuran) tadi. 
Dengan jalan ini, orang menduga bahwa toleransi dan 
                                            
51 H. A. Mukti Ali, Alam Pikiran Islam Moden di Indonesia (Yogyakarta: 
Jajasan Nida, 1971), hal. 76. 
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kerukunan hidup antar umat beragama akan tercipta dan 
terbina,  
4. Penggantian Pandangan ini menyatakan bahwa agamanya 
sendirilah yang benar, sedangkan agama-agama lain 
adalah salah, seraya berupaya keras agar para pengikut 
agama-agama lain itu memeluk agamanya. Ia tidak rela 
melihat orang lain memeluk agama dan kepercayaan lain 
yang berbeda dengan agama yang dianutnya. Oleh karena 
itu, agama-agama lain itu haruslah diganti dengan agama 
yang dia peluk,  
5. Agree in Disagreement Prinsip, setuju dalam ketidaksetujuan 
(agree in disagreement) atau sepakat dalam perbedaan untuk 
membangun dan memperkuat dialog, toleransi, dan 
harmoni antara orang-orang dari budaya, tradisi, dan 
agama yang berbeda. “Setuju dalam ketidaksetujuan‟ ini 
merupakan pendekatan yang memungkinkan masing-
masing komunitas agama bebas untuk percaya dan 
mempraktekkan agama sendiri. Pada saat yang sama, 
penganut agama tidak mengganggu urusan internal 
agama-agama lain. Setiap umat beragama harus saling 
menghormati dan dengan demikian mentolerir yang lain 
sehingga toleransi dan harmoni antara orang-orang dari 
budaya dan agama yang berbeda dapat diperkuat dan 
dipertahankan. 
Selain itu, Menteri Agama Alamsyah Prawiranegara 
memperkenalkan konsep Trilogi Kerukunan52, yaitu: 
kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat 
beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan 
pemerintah. Ketiga poin tersebut tidak terlepas dari konsep 
                                            
52
 Depag RI, Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di 
Indonesia (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek 
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997), hal. 8-10. 
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penyeragaman Orde Baru demi stabilitas nasional, di mana 




Peran Tokoh Agama dalam Mencip-
takan Kerukunan Umat Beragama 
 
 
Pemuka agama, kiai atau ustadz, romo atau pastor, dalam 
kehidupan sosial memiliki peran dan pengaruh penting. 
Peranan penting di sini karena pemuka agama dalam 
stratafikasi atau struktur sosial menempati posisi atau status 
sebagai pemimpin (informal) dalam hal sosial keagamaan 
tanpa perlu adanya sebuah prosesi pengangkatan.  
Masyarakat memberikan pengakuan dan penghormatan 
terhadap pemuka agama karena kapasitas keilmuan 
agamanya dan moralitasnya. Peran di sini lahir karena posisi 
atau status yang melekat pada pemuka agama atau seseorang 
dalam struktur sosialnya. Dengan demikian, kedudukan 
(status) dengan peranan tidak dapat dipisahkan karena satu 
sama lain saling bergantung. Status diartikan sebagai tempat 
atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.53 Atau 
status terkait dengan kedudukan orang dalam hubungannya 
dengan masyarakat di sekelilingnya.54 Tidak ada peranan 
tanpa ada kedudukan atau tak akan ada kedudukan tanpa 
                                            
53
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 
2009), hal. 210-213. 
54
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 
Bahasa (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hal. 1338. 
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peranan. Seseorang yang melaksanakan hak dan 
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia 
menjalankan suatu peranan.  
Peran diartikan sebagai apa yang dilakukan oleh seseorang 
(pemuka agama) dalam posisinya.55 Peran juga diartikan 
sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh 
orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan 
tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam status 
sosialnya disebut sebagai peranan.56 Menurut Levinson, 
seperti dikutip Soerjono Soekanto, posisi merupakan unsur 
statis yang hanya menunjukkan tempat individu dalam 
kelompok masyarakat. Sedangkan peranan lebih banyak 
menunjuk pada fungsi seseorang dengan mencakup tiga hal, 
yaitu: 
1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan 
posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan 
dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan 
yang membimbing seseorang dalam kehidupan 
kemasyarakatan. 
2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat 
dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai 
organisasi. 
3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu 
yang penting bagi struktur sosial masyarakat.57  
Sedangkan untuk pengertian pemuka agama, seperti yang 
tertera pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
                                            
55 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: 
Kencana, 2004), edisi keenam, hal. 124. 
56 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 
Bahasa (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hal. 1051. 
57 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 
2009), hal. 213. 
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Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006, adalah tokoh 
komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas 
keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan 
yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat 
sebagai panutan.58  
Dalam analisa Kartini Kartono, pemuka agama bisa 
dikatagorikan sebagai pemimpin informal yang tidak perlu 
pengangkatan formal, namun karena sejumlah kualitas 
unggul yang dimilikinya sehingga mencapai kedudukan 
sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan 
perilaku suatu kelompok atau masyarakat.59 Dalam hal ini, 
sebagai pemimpin informal, pemuka agama didasarkan atas 
akseptasi atau pengakuan dan kepercayaan masyarakat.60 
Dengan demikian, pemuka agama dengan sejumlah kualitas 
pribadinya, yakni kualitas keilmuan agamanya, moralitasnya 
dan juga atas dasar penerimaan dan penghormatan dari 
masyarakat atau kelompok umat beragama, cenderung 
memiliki kharisma. 
Istilah kharisma erat kaitannya dengan teologi dan 
menunjuk pada daya tarik pribadi yang ada pada seseorang 
sebagai pemimpin agama. Artinya, kharisma ini menyangkut 
bakat rahmat yang diberikan Tuhan kepada orang-orang 
tertentu sebagai pemimpin agama. Kharisma ini digunakan 
oleh Weber untuk menggambarkan pemimpin-pemimpin 
agama di mana dasar dari kepemimpinan itu adalah 
                                            
58 Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan 
Umat Beragama (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2008), edisi 
ke-10, hal. 295. 
59 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan 
Abnormal Itu? (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 10-11.  
60 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta 
dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya 
(Jakarta: Kencana, 2011), Edisi Pertama, hal. 779. 
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kepercayaan dari masyarakat bahwa pemuka atau pemimpin 
agama memiliki suatu hubungan khusus dengan ilahi, atau 
mampu mewujudkan karakteristik-karakteristik ilahi itu 
sendiri. Dalam analisa Weber, istilah kharisma akan 
diterapkan pada suatu mutu tertentu yang terdapat pada 
keperibadian seseorang, yang karenanya terpisah dari orang 
biasa dan diperlakukan sebagai orang yang dianugerahi 
dengan kekuasaan atau mutu yang bersifat adiduniawi, luar 
biasa, atau sekurang-kurangnya merupakan kekecualian 
dalam hal-hal tertentu. 
Karisma yang dimiliki tokoh agama menjadi modal yang 
dibutuhkan untuk mengajak dan membimbing umat 
beragama lebih menggali ajaran agama sendiri dan mengenal 
agama lain secara objektif sebagai titik temu akan adanya 
kesamaan dan perbedaan ajaran agama yang bisa dijadikan 
pijakan bersama untuk menumbuhkan kesadaran dan 
ketulusan dalam membangun dan menjaga kerukunan antar 
umat beragama. Perbedaan dalam ajaran tiap agama harus 
disadari dan dipahami sebagai konsekuensi logis dari 
keragaman dan sebuah keniscayaan yang tidak dapat 
dihilangkan, tetapi harus diterima dengan sikap tulus saling 
menghargai, menghormati dan kerjasama dengan 
memprioritaskan cinta kasih dan meniadakan kecurigaan, 
kebencian, dan permusuhan. 
Pemahaman keagamaan sangat mempengaruhi sikap umat 
beragama, jika pemahaman keagamaan suatu masyarakat 
bersifat terbuka, tidak literal dan radikal, maka bisa menjadi 
salah satu kunci awal dalam mencegah terjadinya konflik, 
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sehingga kerukunan umat beda agama bisa tercipta dan 
terpelihara dengan baik tanpa kecurigaan dan permusuhan.61 
Selain berperan dalam internalisasi paham keagamaan 
yang tidak radikal dan literal, signifikansi peran pemuka 
agama dalam menjaga atau memelihara kerukunan umat 
beragama juga dikarenakan adanya kedekatan dengan 
umatnya. Pemuka agama tentunya punya pengaruh kuat 
untuk mengarahkan umatnya ke dalam suasana konflik atau 
rukun. Dengan demikian, kerukunan umat beragama di 
Indonesia akan sangat bergantung pada peran vital pemuka 
agama sebagai filter terhadap sikap-sikap penuh kecurigaan 
dan permusuhan, khususnya di daerah-daerah yang memiliki 




Strategi Membagun Kerukunan 
Antar Umat Beragama 
 
Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial 
dimana semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa 
menguarangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan 
kewajiban agamanya, mareka saling menghormati, 
menghargai dan tidak memaksakan kebenaran agama kepada 
orang lain, karena itu kerukunan antar umat beragama tidak 
akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli 
atas hak keberagaman dan perasaan orang lain, namun 
demikian kerukunan hidup antar umat beragama bukan 
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Nawawi, 2013), hal. 135. 
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berarti mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang 
berbeda, sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu 
sendiri.62 
Kerukunan antar umat beragama adalah suatu bentuk 
hubungan yang harmonis dalam dinamika pergaulan hidup 
bermasyarakat yang saling menguatkan yang di ikat oleh 
sikap pengendalian hidup dalam wujud: 
1) Saling hormat menghormati kebebasan menjalankan 
ibadah sesuai dengan agamanya. 
2) Saling hormat menghormati dan berkerjasama intern 
pemeluk agama, antar berbagai golongan agama dan umat-
umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama 
bertanggung jawab membangun bangsa dan Negara. 
3) Saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksa 
agama kepada orang lain.63 
Dengan demikian kerukunan antar umat beragama 
merupakan salah satu tongkat utama dalam memelihara 
hubungan suasana yang baik, damai, tidak bertengkar, 
bersatu hati dan bersepakat antar umat beragama yang 
berbeda-beda agama untuk hidup rukun. 
Dijelaskan dalam pasal 1 angka (1) peraturan bersama 
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala 
Daerah/Wakil Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, 
dan Pendirian Rumah Ibadat. Kerukunan antar umat 
beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang 
dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, 
                                            
62 Wahyuddin dkk, Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi 
(Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), hal. 32. 
63Alo Liliweri, Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2001), hal. 255. 
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menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya 
dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara didalam Negara kesatuan kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.64  
SKB dua menteri tersebut,  mengingatkan kepada kita 
bahwa target kerukunan antar umat beragama bukan hanya 
tercapainya suasana batin yang penuh toleransi antar umat 
beragama, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana 
mereka bisa saling berkerjasama membagun kehidupan umat 
beragama yang dinamis dan harmonis, dalam rangka 
menjawab tantangan yang di hadapi oleh bangsa Indonesia.  
Upaya penguatan kerukunan umat beragama terus di 
gulirkan baik yang bersifat wacana maupun berbentuk 
regulasi, namun demikian  masih sering terjadi gesekan- 
gesekan antar umat beragama khususnya dalam hal 
menyiarkan agama dan pembangunan rumah ibadah.65 Ada 
lima kualitas kerukunan umat beragama yang perlu 
dikembangkan, yaitu: nilai relegiusitas, keharmonisan, 
kedinamisan, kreativitas, dan produktivitas. Pertama: kualitas 
kerukunan hidup umat beragama harus merepresentasikan 
sikap religius umatnya.  
Kerukunan yang terbangun hendaknya merupakan bentuk 
dan suasana hubungan yang tulus yang didasarkan pada 
motf-motif suci dalam rangka pengabdian kepada Tuhan. 
Oleh karena itu, kerukunan benar-benar dilandaskan pada 
                                            
64  Abu Tholhah, Kerukunan Antar Umat Beragama (Semarang: IAIN 
Walisong, 1980). Hal. 14. 
65 Drs. H. Hasbullah Mursyid, dkk, Kompilasi Kebijakan Peraturan 
Perundang-undangan Kerukunan Antar Umat Beragama (Jakarta: 
Puslitbang Kehidupan Beragama, 2008), hal. 5. 
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nilai kesucian, kebenaran, dan kebaikan dalam rangka 
mencapai keselamatan dan kesejahteraan umat.  
Kedua: kualitas kerukunan hidup umat beragama harus 
mencerminkan pola interaksi antara sesama umat beragama 
yang harmonis, yakni hubungan yang serasi, senada dan 
seirama, tenggang rasa, saling menghormati, saling mengasihi, 
saling menyanyangi, saling peduli yang didasarkan pada nilai 
persahabatan, kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa rasa 
sepenanggungan.  
Ketiga: kualitas kerukunan hidup umat beragama harus 
diarahkan pada pengembangan nilai-nilai dinamik yang 
direpresentasikan dengan suasana yang interaktif, bergerak, 
bersemangat, dan gairah dalam mengembalikan nilai 
kepedulian, kearifan, dan kebajikan bersama.  
Keempat: kualitas kerukunan hidup umat beragama harus 
diorientasikan pada pengembangan suasana kreatif, suasana 
yang mengembangkan gagasan, upaya, dan kreativitas 
bersama dalam berbagai sektor untuk kemajuan bersama yang 
bermakna.  
Kelima: kualitas kerukunan hidup umat beragama harus 
diarahkan pula pada pengembangan nilai produktivitas umat, 
untuk itu kerukunan ditekankan pada pembentukan suasana 
hubungan yang mengembangkan nilai-nilai sosial praktis 
dalam upaya mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan 
ketertinggalan, seperti mengembangkan amal kebajikan, bakti 
sosial, badan usaha, dan berbagai kerjasama sosial ekonomi 
yang mensejahterakan umat.66 
Semangat kerukunan bukanlah sesuatu yang sudah 
demikian adanya. Hal ini disebabkan karena derasnya 
                                            
66
 Ridwan Lubis, Cetak Biru Peran Agama (Jakarta: Puslitbang, 2005). hal. 
12-13. 
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tantangan yang sedang dan akan dihadapi oleh masyarakat. 
Keterikatan masyarakat terhadap komitmen kesukuan dan 
agama akan mengalami fluktuasi seiring dengan terjadinya 
perubahan sosial. Oleh karena itu untuk menumbuh-suburkan 
semangat kerukunan tidak bisa hanya dengan mengandalkan 
kepada pola-pola lama.   
Anak-anak muda  yang telah bersinggungan dengan 
modernisasi tidak lagi memiliki ikatan emosional kepada 
agama maupun budayanya seperti yang dialami oleh orang 
tua mereka. Oleh karena itu, apabila masyarakat tidak 
diberikan bekal pengetahuan terhadap kemajemukan, maka 
masyarakat akan mengalami krisis identitas karena di satu sisi 
masyarakat telah meninggalkan nilai tradisi sementara nilai-
nilai moderen belum mapan dalam kehidupan mereka. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian masyarakat 
yang  mempertanyakan gerakan membangun kerukunan, hal 
ini disebabkan beberapa hal diantaranya warisan pemikiran 
post kolonial yang masih demikian kuat melekat pada image 
masyarakat yaitu melihat hubungan antagonis antara agama- 
agama khususnya pada dua agama yang sangat menekankan 
semangat misi yaitu Islam dan Knisten. Kesan Islamisasi yang 
ditakuti di kalangan umat Kristen dan Kristenisasi yang 
menjadi momok di kalangan umat Islam adalah dua hal yang 
menjadi sikap acuh sebagian masyarakat terhadap gerakan 
kerukunan. Kesan di kalangan sebagian umat Islam misalnya 
berpandangan bahwa bukankah Kristen tersebar di tanah air 
berbarengan dengan kehadiran era kolonialisme dunia Barat 
terhadap dunia timur.  
Dalam kaitan ini, masih kuat kesan pada sebagian 
masyarakat bahwa aktivitas kerukunan itu tidak sejalan 
dengan ajaran agama yang mendorong perlunya sikap fanatik 
terhadap ajaran agamanya dan keharusan menyebarkan 
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agama bagi para penganutnya. Padahal semestinya 
masyarakat tidak perlu mempertentangkan antara komitmen 
keberagamaan yang fanatik dengan sikap toleransi yang 
rukun dengan umat yang berbeda agama. Karena dengan 
keadaan yang rukun akan memberikan peluang bagi setiap 
umat beragama untuk melaksanakan ajaran agamanya secara 
paripurna. Sebaliknya, manakala kondisi umat beragama 
selalu dalam kondisi konflik, maka yang menanggung 
kerugian adalah seluruh masyanakat. Untuk itu, semangat 
kerukunan hidup antara umat beragama adalah keadaan yang 
mesti harus diwujudkan. Namun tentunya, pengertian 
kerukunan hendaknya dapat dipahami masyarakat secara 
proporsional. 
Setiap agama mengandung dua macam kebenaran yaitu 
kebenara normatif dan praktis. Yang dimaksud dengan 
kebenaran normatif adalah kebenaran ajaran agama yang 
hanya dapat dirasakan oleh umat agama yang bersangkutan 
dan tidak memerlukan pembenaran dari umat lain yang 
berbeda agama. Dalam kaitan seseorang yang yakin akan 
kebenaran ajaran agamanya hendaknya dapat menikmatinya 
dari proses pemahaman ajaran agama. Selanjutnya, pada 
masing-masing ajaran agama terdapat ajaran yang bersifat 
kemanusiaan yang dalam istilah fikh disebut mu'amalat yaitu 
pranata sosial. Dalam kaitan ini, kandungan ajaran agama 
yang berdimensi kemanusiaan itu dapat disumbangkan 
kepada peningkatan taraf hidup umat manusia. Dengan 
perkataan lain, proses kehidupan pranata sosial itu diberi 
muatan spiritualitas yaitu etos kerja dan etos sosial yang 
bersumber dari ajaran agama. 
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Secara konseptual, kerukunan umat beragama adalah keadaan 
hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, 
saling pengertian, saling menghormati, menghargai 
kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja 
sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep itu tercantum di 
dalam Pera-turan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 
Pemberdayaan Forum Kerukuanan Umat Beragama, dan 
Pendirian Rumah Ibadat. Saat ini telah ada beberapa 
peraturan perundang-undangan yang keberadaannya 
dimaksudkan untuk menjaga kerukunan hidup umat 
beragama di Indonesia.  
Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut 
diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 telah memuat pasal-pasal 
yang secara substansi mendukung upaya untuk menciptakan 
kehidupan beragama yang rukun.  
Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang dimaksud ialah Pasal 28 E, Pasal 
28 I, Pasal 28 J, dan Pasal 29. Agar lebih implementatif, pasal-
pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Re-publik 
Indonesia Tahun 1945 tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke 
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dalam bentuk beberapa peraturan perundang-undangan yang 
secara hierarki berada di bawah UUD RI Tahun 1945, 
misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) terdapat aturan yang berhubungan erat dengan 
upaya menciptakan kerukunan umat beragama.  
KUHP telah mengatur mengenai tindak pidana terhadap 
agama, yaitu melalui ketentuan Pasal 156, Pasal 156a, Pasal 
157, Pasal 175, Pasal 176, Pasal 177, Pasal 503, Pasal 530, Pasal 
545, Pasal 546, serta Pasal 547 KUHP dan pasal-pasal itu 
dilengkapi juga dengan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan 
Agama yang memuat ketentuan hukum administrasi, 
sekaligus hukum pidana, serta amandemen terhadap KUHP, 
Amandemen melalui Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 
tersebut ialah dengan memasukkan Pasal 156a KUHP, 
sehingga delik terhadap agama dalam KUHP menjadi lebih 
lengkap, karena selain memuat keberadaan norma hukum 
yang mengatur tindakan administrasi dalam rangka untuk 
mencegah terjadinya penodaan terhadap agama, juga apabila 
masih dipandang tidak efektif, dapat dipergunakan sanksi 
pidana sebagai alternatif sanksi (ultimum remedium).  
Pada tingkat kementerian, sudah diterbitkan pula 
peraturan yang secara substansi berhubungan erat dengan 
upaya menciptakan kerukunan umat beragama, antara lain, 
yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 
dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan 
Pendirian Rumah Ibadat. Peraturan Bersama Menteri Agama 
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 
tersebut, walaupun dapat dikatakan sebagai upaya yang 
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serius dari pihak Pemerintah untuk mewujudkan kerukunan 
umat beragama, namun masih mengandung potensi 
kelemahan, setidaknya 2 (dua) kelemahan, yaitu:  
pertama, apabila dilihat dari perspektif ilmu perundang-
undangan, di mana Peraturan Bersama Menteri Agama dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 itu 
bukan termasuk ke dalam kategori undang-undang, sehingga 
ia tidak boleh dijadikan dasar pembatasan hak asasi manusia 
dalam hal kebebasan beragama.  
Kedua, dalam penerapannya juga ternyata Peraturan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 
dan Nomor 8 Tahun 2006 justru menimbulkan tindakan 
intoleransi (diskriminasi) terhadap kelompok agama tertentu, 
khususnya dalam ijin pendirian rumah ibadah yang di 
syaratkan harus didukung oleh 60 orang masyarakat sekitar 
yang berbeda agama dan 90 orang pengguna rumah ibadah.  
Pada level masyarakat Muslim, melalui organisasi seperti MUI 
telah pula merespons pentingnya upaya menjaga kerukunan 
umat beragama.  
MUI sudah menerbitkan Keputusan Komisi C Ijtima’ 
Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015 tentang 
Masail Qanuniyah (Masalah Hukum dan Perundang-
Undangan), yang pada bagian V tentang Usul Pembentukan 
Perundang-Undangan, MUI juga mendesak Pemerintah dan 
DPR untuk membentuk undang-undang yang mengatur 
kerukunan umat beragama, perlindungan agama, jaminan dan 
perlindungan umat beragama, serta tugas dan tanggung 
jawab Pemerintah. Undang-undang seperti itu, menurut MUI, 
dianggap penting dibentuk karena alasan masih banyaknya 
terjadi ketegangan, konflik di tingkat bawah (akar rumput) 
yang terkait dengan umat beragama. Merespons kebutuhan 
untuk pembentukan undang-undang yang mengatur 
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kerukunan umat beragama, perlindungan agama, jaminan dan 
perlindungan umat beragama, serta tugas dan tanggung 
jawab pemerintah, maka kemudian pemerintah berinisiatif 
untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang 
Kerukunan Umat Beragama. Tetapi hingga kini memang 
belum ada kejelasan lebih lanjut, bahkan mungkin tepat jika 
disebut tertunda, mengenai proses masuknya Rancangan 
Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama ke DPR 
untuk menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas), baik 
untuk tahun 2015 maupun 2016. 
 
Peran Forum Kerukunan Umat Ber-
agama dalam Membangun Harmoni-
sasi Kehidupan Umat Beragama 
 
 
Sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan 
SKB 2 menteri yaitu menteri dalam negeri dan menteri 
Agama, FKUB mempunyai peran yang sangat strategis dalam 
mewujudkan kehidupan yang harmonis diantara umat 
beragama, peran tersebut diantaranya: 
 
Peran Membangun Budaya Toleransi Umat 
Beragama 
 
Peran membangun budaya toleransi sebagai salah satu pilar 
penting dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa 
Indonesia. Tanpa terwujudnya toleransi diantara berbagai 
suku, agama, ras dan antar golongan, bangsa Indonesia akan 
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mudah terancam oleh perpecahan dengan segala akibatnya 
yang tidak diinginkan.  
Sebelum membahas tentang budaya toleransi, perlu 
dibahas terlebih dahulu tentang pengertian budaya dan 
toleransi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya 
diartikan sebagai: pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah 
berkembang, sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sukar 
diubah.67 Dari sudut etimologi, perkataan “budaya” berasal 
dari akar kata yang tersusun daripada dua perkataan yang 
terpisah yaitu “budi” dan “daya”. Kalimah “budi” berarti 
cahaya atau sinar yang terletak di dalam batin manusia. 
Perkataan “daya” bertalian dengan upaya yaitu usaha, 
keaktifan manusia melaksanakan dengan anggotanya apa yang 
digerakkan oleh budinya.68 
Sedangkan Koentjaraningrat menyatakan bahwa 
“kebudayaan” berasal dari kata sansekerta buddhayah bentuk 
jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal, sehingga 
menurutnya kebudayaan dapat diartikan sebagai hal- hal 
yang bersangkutan dengan budi dan akal, ada juga yang 
berpendapat sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi 
dan daya yang artinya daya dari budi atau kekuatan dari 
akal.69 Koentjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan 
mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu pertama sebagai 
suatu ide, gagasan, nilai- nilai norma- norma peraturan dan 
sebagainya, kedua sebagai suatu aktifitas kelakuan berpola 
                                            
67
 KBBI 1989, hal. 955. 
68
 Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Pandangan Hidup Muslim. (cetakan 
kedua) (Jakarta: Bulan Bintang, 1966). 
69
 Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 9. 
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dari manusia dalam sebuah komunitas masyarakat, ketiga 
benda- benda hasil karya manusia.70  
Seorang ahli bernama Ralph Linton yang memberikan 
definisi kebudayaan yang berbeda dengan pengertian 
kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari: kebudayaan adalah 
seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya 
mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih 
tinggi dan lebih diinginkan,71 Franz Boas (1858-1942) berpendapat 
kebudayaan merupakan: the totality of the mental and physical reactions and 
activities that characterize the behavior of the individuals composing a social 
groupcollectively and individually in relation to their natural environment, to 
other groups, to members of the group and of each individual to himself .72 
Kotter dan Hessket menyatakan istilah budaya dapat 
diartikan sebagai totalitas pola perilaku, kesenian, 
kepercayaan, kelembagaan, dan semua produk lain dari karya 
dan pemikiran manusia yang mencirikan suatu masyarakat 
atau penduduk yang ditransmisikan bersama. Selain itu 
kebudayaan juga diartikan sebagai norma-norma perilaku 
yang disepakati oleh sekelompok orang untuk bertahan hidup 
dan berada bersama.73 Vijay Sathe berpendapat, “Culture is the 
set of important assumption (opten unstated) that members of a 
community share in common (Budaya adalah seperangkat 
asumsi penting yang dimiliki bersama anggota masyarakat. 
Hofstede mengartikan budaya sebagai nilai-nilai (values) dan 
kepercayaan (beliefs) yang memberikan orang-orang suatu 
                                            
70 Ibid, hal.5. 
71 Tasmuji, dkk, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar 
(Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), hal. 151. 
72 Franz Boas,The Mind of Primitive Man (edisi semakan) (New York: 
MacMillan, 1938). 
73 Marno dan Triyo Supriyatno, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan 
Islam (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 138. 
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cara pandang terprogram (programmed way of seeing).74  
Bertitik tolak dari akal sebagai esensi utama dalam menghasilkan sesuatu 
pola kebudayaan, dapatlah dirumuskan bahawa kebudayaan 
merupakan satu cara berfikir yang komprehensif, kumpulan manusia 
untuk dijadikan nilai yang dikongsi bersama dan diterjemahkan dengan 
tindakan dalam setiap aspek kehidupan sosial. 
Sementara Pengertian toleransi dalam Kamus Bahasa 
Indonesia adalah toleran, yangmemiliki arti bersifat atau 
bersikap menenggan (menghargai, membiarkan, memboleh-
kan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, 
kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan 
pendirian sendiri. Sedangkan toleransi yaitu sifat atau sikap 
toleran; batas ukur untuk penambahan atau pengurangan 
yang masih diperbolehkan.75  
Secara etimologi atau bahasa, toleransi berasal dari kata 
tolerance/tolerantion yaitu suatu sikap yang membiarkan dan 
lapang dada terhadap perbedaan orang lain, baik pada 
masalah pendapat (opinion) agama kepercayaan atau segi 
ekonomi, sosial, dan politik. Di dalam bahasa Arab 
mempunyai persamaan makna dengan kata tasamuh dari 
lafadz samaha (سمح) yang artinya ampun, maaf, dan lapang 
dada.76 Dalam Webster‟s Wolrd Dictonary of American 
Languange,77 kata ‟toleransi‟  berasal dari bahasa Latin, tolerare 
yang berarti ‟menahan, menaggung, membetahkan, 
membiarkan, dan tabah.  
                                            
74 Khaerul Umam, Manajemen Organisasi (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 
hal. 90-91. 
75 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa 
Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 1538. 
76 Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab-Indonesia Al-Munawir, 
(Yogyakarta: Balai Pustaka Progresif, tt.h.), hal. 1098.  
77 David G. Gilarnic, Webster‟s Wold Dictionary of America Language (New 
York: The World Publishing Company, 1959), hal. 799. 
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Dalam dewan Ensiklopedia Nasional Indonesia menyatakan 
bahwa toleransi beragama adalah sikap bersedia menerima 
keberagamaan dan keanekaragaman agama yang dianut dan 
kepercayaan yang dihayati oleh pihak atau golongan agama 
atau kepercayaan lain. Hal ini dapat terjadi dikarenakan 
keberadaan atau eksistensi suatu golongan agama atau 
kepercayaan yang diakui dan dihormati oleh pihak lain. 
Pengakuan tersebut tidak terbatas pada persamaan derajad 
pada tatanan kenegaraan, tatanan kemasyarakatan maupun 
dihadapan Tuhan Yang Maha Esa tetapi juga perbedaan-
perbedaan dalam penghayatan dan peribadatannya yang 
sesuai dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.78  
Menurut W. J. S. Poerwadarminto dalam Kamus Umum 
Bahasa Indonesia toleransi adalah sikap/sifat menenggang 
berupa menghargai serta memperbolehkan suatu pendirian, 
pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya 
yang berbeda dengan pendirian sendiri.79 Menurut Sullivian, 
Pierson, dan Marcus, sebagaimana dikutip Saiful Mujani, 
toleransi didefinisikan sebagai a willingness to ‟put up with‟‟ 
those things one rejects or opposes, yang memiliki arti, kesediaan 
untuk menghargai, menerima, atau menghormati segala 
sesuatu yang ditolak atau ditentang oleh seseorang.80 
Toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup 
masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang 
berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang 
diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk 
                                            
78
 Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jakarta, PT. Cipta Aditya, 1991), hal. 
384. 
79
 W. J. S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1986), hal. 184. 
80
 Saiful Mujani, Muslim demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan 
Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2007), hal. 162. 
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meyakini dan memeluk agama (mempunyai akidah) yang 
dipilihnya masing-masing serta memberikan penghormatan 
atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau diyakininya.81 
Toleransi beragama merupakan realisasi dari ekspresi 
pengalaman keagamaan dalam bentuk komunitas.82 Ekspresi 
pengalaman keagamaan dalam bentuk kelompok ini, menurut 
Joachim Wach, merupakan tanggapan manusia beragama 
terhadap realitas mutlak yang diwujudkan dalam bentuk 
jalinan sosial antar umat seagama ataupun berbeda agama, 
guna membuktikan bahwa bagi mereka realitas mutlak 
merupakan kunci keberagamaan manusia dalam pergaulan 
sosial, dan ini terdapat dalam setiap agama, baik yang masih 
hidup bahkan yang sudah punah. Menurut Fritjhof Schuon,83 
agama secara eksoteris84 terlahir di dunia ini berbeda-beda. 
Akan tetapi terlepas dari perbedaan yang muncul dalam 
agama-agama, secara esoterik85 agama-agama yang ada di 
                                            
81 J. Cassanova, Public Religions in The Modern World (Chicago: Chicago 
University Press, 2008), hal, 87. 
82 Joachim Wach, The Comparative Study of Religion (New York: Colombia 
University Press, 1958), hal. 121- 132. 
83  Fritjhof Schuon adalah seorang filosof Perancis yang beraliran mistik. Dia 
menulis banyak tentang mistisisme agama-agama Barat dan Timur. Cukup 
banyak karyanya, di antaranya, Frithjof Schuon, The Transcendent Unity of 
Religions, cet. ke-2 (Wheaton: Quest Books Theosophical Publishing House, 
2005); Fithjof Schoun, Islam and the Perennial Philosophy, terj. J. Peter 
Hobson (New York: World of Islam Festival Publishing Company, 1976), 
dan sebagainya. 
84 Eksoteris adalah konsep yang menyatakan bahwa agama-agama yang ada 
di dunia ini berbeda perwujudannya.  Perbedaan ini disebabkan oleh 
perwujudan sejarah. Dengan adanya pemahaman eksoteris ini, agama-
agama di dunia, terutama agama- agama yang masih hidup, tampil 
memiliki nama-nama yang berbeda, seperti Islam, Kristen Katolik, Yahudi, 
Konghucu, Budha, Hindu dan sebagainya. 
85 Esoteris adalah suatu pemahaman bahwa pada dasarnya agama-agama 
yang ada di dunia ini, baik yang sudah punah maupun yang masih terlihat 
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dunia memiliki prinsip yang sama, yaitu bersumber dan 
tertuju pada Supreme Being.  
Cara Schuon membedakan kedua aspek agama ini bisa 
diterapkan sebagai panduan bagaimana manusia yang 
berbeda agama bertemu satu sama lain dalam memberikan 
peran mereka sebagai hamba TuhanYang Esa di dunia ini. 
Toleransi merupakan bentuk akomodasi dalam interaksi 
sosial.86 Manusia beragama secara sosial tidak bisa menafikan 
bahwa mereka harus bergaul bukan hanya dengan 
kelompoknya sendiri, tetapi juga dengan kelompok berbeda 
agama. Umat beragama musti berupaya memunculkan 
toleransi untuk menjaga kestabilan sosial sehingga tidak 
terjadi benturan-benturan ideologi dan fisik di antara umat 
berbeda agama 
Dari beberpa definisi toleransi, penulis dapat 
menyimpulkan bahwa toleransi adalah sebagai kelapangan 
dada, suka rukun dengan siapa pun, membiarkan orang 
berpendapat, atau berpendirian lain, tidak mengganggu 
kebebasan berpikir dan berkeyakinan dengan orang lain. 
Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa toleransi 
pada dasarnya memberikan kebebasan terhadap sesama 
manusia, atau kepada sesama warga masyarakat untuk 
menjalankan keinginanya atau mengatur hidupnya, mereka 
bebas menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam 
menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar 
dengan aturan yang berlaku sehinga tidak merusak sendi-
sendi perdamaian. 
                                                                                            
sekarang, secara batin memiliki tujuan yang sama yaitu menuju pada satu 
Tuhan. Konsep ini digagas oleh Frithjof Schuon dalam karyanya Schuon, 
The Transcendent Unity of Religions. 
86
 Graham C. Kinloch, Sociological Theory: Development and Major 
Paradigm (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hal. 35. 
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Dari pengertian budaya dan toleransi, maka Budaya 
toleransi dipahami sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang 
mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, 
hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, 
gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian 
Pancasila.87 
Membangun budaya toleransi bukan berarti merelatifir 
agama-agama yang ada dan melebur kepada satu totalitas 
(sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang 
ada itu sebagai mazhab dari agama totalitas itu, melainkan 
sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur 
hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara 
golongan umat beragama dalam kehidupan sosial 
kemasyarakatan.88  
Dapat disimpulkan bahwa membangun budaya toleransi 
adalah membangun hidup damai dan tentram antara 
masyarakat yang beragama yang mempunyai keyakinan sama 
maupun berbeda, kesediaan mereka untuk menerima adanya 
perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain, 
membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang 
diyakini oleh masing-masing masyarakat, dan kemampuan 
untuk menerima perbedaan.  
Budaya toleransi antar umat beragama adalah suatu 
kondisi sosial dimana semua golongan agama bisa hidup 
berdampingan bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar 
masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. 
Membangun budaya toleransi dengan pendekatan politik, 
                                            
87 Depag RI, Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di 
Indonesia (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek 
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997), hal. 8 & 20. 
88 Said Agil Munawar, Fikih Hubungan Antar Umat Beragama (Jakarta: 
Ciputat Press, 2005), hal. 4-5. 
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kekuasaan yang bersifat top down nampaknya tidak efektif 
dalam mewujudkan toleransi sejati. Oleh karena itu 
diperlukan pendekatan bersifat bottom up (dari bawah ke 
atas), yaitu dengan cara pembudayaan sikap toleransi bagi 
masyarakat. Untuk menciptakan budaya toleransi, perlu 
ditanamkan pandangan, sikap dan perilaku toleransi kepada 
setiap individu penganut agama sejak dini, dengan 
pembiasaan melalui pendidikan. Inti toleransi adalah 
“menghargai penganut agama lain dengan menghilangkan 
kecurigaan dan kebencian satu sama lain, karena hal itu 
mengakibatkan ketidakharmonisan.89 
Toleransi menginginkan hidup rukun dan damai antar 
umat beragama yang berbeda. Pandangan, sikap, dan perilaku 
toleran harus lahir dari sebuah kesadaran, bukan dipaksakan. 
Oleh karena itu, secara teoritis toleransi memerlukan 
prasyarat yaitu kesadaran diri. Kesadaran seperti itu akan 
tercapai apabila bangsa yang pluralitas agama telah memiliki 
kecerdasan untuk memilih dan memilah yang baik dari yang 
tidak baik. Pendidikan merupakan mesin pencetak yang dapat 
mencetak warga bangsa, penganut agama dari generasi 
kegenerasi menjadi bangsa yang cerdas untuk memiliki 
kesadaran diri dalam bertoleransi. 
Budaya toleransi dapat dibangun melalui pendidikan 
toleransi, yaitu penanaman kesadaran pada setiap penganut 
agama untuk hidup toleransi. Untuk itu, beberapa kesadaran 
yang ditawarkan sebagai bagian dari upaya membangun 
pendidikan toleransi, diantaranya adalah Kesadaran Pluralitas 
Agama, Kesadaran Hak Azasi Manusia (HAM) dan Kesadaran 
Inklusivisme  
 
                                            
89
 Abd. Rahim Yunus, “Membangun Budaya Toleransi....” hal. 9. 
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Kesadaran Pluralitas Agama 
 
Ketika mengeluarkan fatwa tentang haramnya pluralisme, 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendapat tantangan, protes 
bahkan cacian dari berbagai pihak baik dari kalangan 
agamawan, maupun teknokrat dan intelektual. Namun, 
setelah beberapa kali pertemuan lintas agama, terjadilah saling 
pengertiaan antara kalangan pro dan kontra fatwa. 
Pertentangan terjadi nampaknya lebih disebabkan karena 
perbedaan penggunaan istilah “pluralisme”. Fatwa MUI 
memakai istilah pluralisme sebagai paham yang apabila 
seorang dalam dirinya meyakini bahwa semua kepercayaan 
atau keyakinan agama benar. 
Paham ini sebenarnya juga tidak dapat diterima oleh 
semua agama, karena bertentangan dengan ajaran masing-
masing agama. Yang bisa disepakati dan diterima oleh semua 
agama adalah hidup berdampingan, tidak saling mengganggu 
meskipun berbeda agama, dan masing-masing penganut 
agama meyakini agamanyalah yang benar. 
Mengamati perkembangan masyarakat dalam beberapa 
tahun terakhir, nampaknya upaya menciptakan budaya 
toleransi melalui kesadaran pluralisme bukan tidak menemui 
tantangan. Karena selain fatwa MUI yang mengharamkan 
Pluralisme itu,90 terdapat indikasi lainnya adanya konsep atau 
                                            
90
 Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Musyawarah Nasional 
(MUNAS) VII yang berlangsung di Jakarta mulai tanggal 26-29 Juli 
2005, mengambil keputusan atau mengeluarkan bebarapa fatwa yang 
amat kontroversial. Ada sebelas fatwa terbaru yang dikeluarkan MUI 
dalam Munas kali ini. Salah satunya adalah bahwa pluralisme, 
sekularisme dan liberalisme agama bertentangan dengan ajaran Islam. 
Umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme dan 
liberalisme agama. 
Dr. H. Abdul Muis M.Si               Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai NKRI   




paham atau pandangan yang didasarkan pada pemahaman 
agama yang menolak keras pluralitas itu. Indikasi itu 
tercermin dari pemikiran dan pandangan yang menginginkan 
berlakunya hukum agama tertentu di negeri ini,91 dan Islam 
adalah dasar bernegara. Apabila konsep ini berlaku dalam 
negara pluralitas agama maka dengan sendirinya, agama 
tertentu memiliki kedudukan istimewa dalam system 
bernegara, sebagaimana yang terjadi di negara-negara Islam 
seperti Maroko, Saudi Arabia, Iran, dan lain sebaginya.  
Di Negara-negara ini, kendatipun non Islam bebas hidup 
menjalankan agamanya, namun terdapat diskiriminasi antar 
umat Islam yang memiliki kedudukan istimewa dengan umat 
non Islam. Kondisi kehidupan agama seperti ini tentunya 
tidak akan melahirkan budaya toleransi yang sejati. Oleh 
karena itu, untuk mewujudkan budaya toleransi, di mana 
semua agama merasa sama kedudukannya dalam hidup 
bernegara, maka kesadaran pluralitas agama hendaknya 
ditopang dengan kesadaran nasionalisme, kesadaran memiliki 
hak azasi atau HAM, kesadaran inklusivisme, dan kesadaran 
sekularisme. Kesadaran Nasionalisme Untuk membangun 
budaya toleransi, maka perlu ditanamkan kesadaran 
nasionalisme kepada setiap warga bangsa.  
                                            
91
 Kasus Hizbut Tahrir merupakan partai politik Islam yang mempunyai 
misi pembentukan Khilafah Islamiyyah sebagai salah satu agenda 
terbesarnya. Partai politik yang berideologi Islam ini telah tersebar ke 
berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia, dengan jargonnya yaitu 
“Hizbut Tahrir Indonesia; Untuk Melanjutkan Kehidupan Islam”. 
Gerakan ini berupaya menegakkan kembali negara Islam (al-daulah al-
Isla miyyah) atau disebut juga dengan negara khilafah (al-daulah al-
khilafah) sehingga dapat merealisasikan syariat Islam sebagaimana yang 
dilakukan pada masa Nabi Muhammad, al-Khulafa al-Ra syidun dan 
khalifah-khalifah Islam lainnya, Penjelasan selengkapnya tentang 
konsep negara khilafah, lihat Tim Hizbut Tahrir, Ajhizat al-Daulah al-
Khilafah (Beirut: Dar al-Ummah, 2005). 
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Sejarah terbentuknya Negara dan bangsa Indonesia 
berbeda dengan negara-negara Islam seperti Maroko, Saudi 
Arabiah, Iran dan Malaysia. Indonesia berdiri atas hasil 
perjuangan secara bersama-sama dari semua penganut agama 
dari seluruh wilayah jajahan Belanda saat itu. Karena itu 
lahirlah Negara yang tidak membedakan penduduknya atas 
dasar agama, meskipun ada yang mayoritas dan ada 
minoritas. Beda dengan Indonesia, lahir dan terbentuknya 
Malaysia dilatarbelakangi oleh persekutuan sultan-sultan atau 
raja-raja Melayu (Melayu identik Islam). 
Itulah sebabnya di negeri ini Islam menjadi agama resmi 
Negara persekutuan. Umat Islam memiliki kedudukan dan 
hak istimewa dalam kehidupan bernegara yang berberda 
dengan umat lainnya. Hal serupa juga yang melatarbelakangi 
lahirnya Kerajaan Saudi Arabiah yang menjadikan hukum 
Islam sebagai hukum beregara. Negara ini dibangun dan 
dibentuk oleh Muhammad bin Saud, kepala sebuah suku di 
Najed dengan dukungan Muhammad bin Abdul Wahhab 
dengan paham Islam wahabiyahnya. 
 
Kesadaran Hak Azasi Manusia (HAM) 
 
Kebebasan beragama dan tidak beragama merupakan salah 
satu hak azasi manusia yang disepakati dalam deklarasi Hak 
Azasi Manusia (HAM). Setiap orang menurut deklarasi HAM 
bebas beragama atau tidak beragama. Di Indonesia, kebabasan 
memilih agama dapat diterima, tetapi kebebasan tidak 
beragama tidak diterima karena ideologi negara 
mengharuskan setiap warga negara harus ber-Ketuhanan 
Yang Maha Esa, atau harus beragama atau berkepercayaan.  
Sebenarnya dalam semua agama-agama memiliki ajaran 
yang membenarkan kebebasan beragama. Dalam Islam 
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terdapat ayat Al-Quran yang menyatakan tdak ada paksaan 
dalam agama. Dalam Kristen, Konsili Vatikan II 
membenarkan bahwa “di luar gereja ada keselamatan”. Dalam 
Budha, Sang Budha pernah berkata kepada pengikutnya, 
“Kami terima anda sebagai umatku, sebagai muridku dengan 
harapan anda tetap menghargai bekas agama anda dan 
menghormati mantan guru besar anda itu, serta 
membantunya.”  
Kendala dalam penerapan kebebasan beragama menuju 
toleransi umat beragama yang biasa terjadi di Indonesia 
adalah karena adanya tuntutan pengembangan agama oleh 
penganutnya. Kepentingan pengembangan agama-agama ini 
melalui dakwah/jihad atau misi sering mengalami benturan 
antara agama yang satu dengan yang lainnya. 
Persoalan pengembangan agama yang banyak menyita 
waktu penyelesaiannya adalah pendirian rumah ibadah 
sebagai sarana dakwah atau misi serta pemberian bantuan 
kemanusiaan. Karena kegiatan tersebut mengesankan 
pemaksaan agama secara terselubung, di satu sisi, dan di sisi 
lain juga merupakan kebebasan melaksanakan perintah 
agama. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka dialog antar 
umat beragama dari kalangan elit maupun ummat perlu 
diintensifkan. 
 
Kesadaran Inklusivisme  
 
Semua agama, disamping memiliki perbedaan juga 
persamaan. Untuk membangun budaya toleransi, semangat 
memiliki persamaan dan perbedaan merupakan sikap yang 
harus dibangun oleh penganut masing masing agama. Apa 
yang sama diimplementasikan dalam bentuk kerjasama sosial 
dengan tidak menonjolkan atau memunculkan simbol-simbol 
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agama yang bersifat parsial, karena yang parsial itulah yang 
memiliki perbadaan yang tajam bahkan terkadang bertolak 
belakang.  
Merangkul semua penganut agama yang berbeda dalam 
satu pandangan, pemikiran, program aksi dan kegiatan serta 
dalam tatanan sosial yang serupa inilah melahirkan semangat 
inklusivisme.92 Untuk membudayakan semangat inklusivisme 
ini, maka pemuka agama hendaknya mengkaji dan 
merumuskan nilai-nilai ajaran agama yang sama bagi semua 
agama. Nilai-nilai dasar ajaran agama yang sama terdapat 
pada nilai-nilai dasar yang bersifat universal.  
Nilai universalitas suatu agama pasti diakui juga oleh 
agama-agama lainnya. Untuk itu nilai dasar ajaran agama 
yang bersifat universal mengenai kemanusiaan, kesejahteraan, 
kedamaian, cinta kasih, dan lain-lain perlu ditumbuh 
kembangkan dalam bentuk tradisi budaya dengan lebih 
menekankan pada substansi ajaran, bukan pada simbol yang 
lebih bersifat tekstual semata.  
Budaya toleransi dapat dibangun apabila bangsa Indonesia 
dibiasakan berpikir dalam persamaan universal, bukan pada 
perbeda anparsial, terutama dalam konteks kehidupan sosial 
dan kemasyarakatan. Karena pada substansinya semua agama 
                                            
92   Menurut Alwi Shihab teologi ini dikaitkan dengan pandangan Karl 
Rehner, seorang teolog Katolik, yang intinya menolak asumsi bahwa Tuhan 
mengutuk mereka yang tidak berkesempatan meyakini Injil. Mereka yang 
mendapatkan anugerah cahaya Ilahi walaupun tidak melalui Yesus, tetap 
akan mendapatkan keselamatan (Shihab, 1999: 84). Senada dengan ini, 
Nurcholis Madjid ia memaknai inklusivisme Islam dalam dua hal. Pertama, 
pandangan terhadap agama-agama lain sebagai bentuk implisit dari agama 
tertentu. Kedua, sikap terbuka dan toleran terhadap penganut agama non-
Islam (Madjid, 1992: 234). 
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sama tujuannya dalam membangun sarana sosial, yaitu untuk 
mensejahterakan masyarakat.  
Dalam mengkaji suatu lembaga atau organisasi tidak dapat 
kita pisahkan dari orang atau anggota dalam lembaga 
tersebut. Karena yang menjalankan roda suatu organisasi 
adalah anggota atau orang yang terlibat dan bertugas di 
dalam suatu organisasi tersebut. Oleh sebab itu dalam 
mengkaji peran FKUB dalam mewujudkan kerukunan umat 
beragama sekilas dapat kita lihat dari orang yang tergabung 
dalam lembaga tersebut. Karena FKUB ini adalah sebuah 
lembaga yang mengurus tentang keagamaan tentu yang 
menjadi anggota untuk menjalankan program lembaga 
tersebut adalah pemuka agama.  
Hasan Mansur mengatakan pemuka agama sesungguhnya 
memiliki peran penting di tengah masyarakat. Pemuka agama 
memiliki wibawa, charisma dan dihormati masyarakat karena 
keluhuran ahlaknya. Pemuka agama juga dianggap sebagai 
benteng moralitas karena kesederhanaan dan kejujuran yang 
mereka lakukan. Keberpihakan pemuka agama selama ini 
terpelihara dengan baik, karena kejujuran, keiklasan, dan 
kenetralan pemuka agama di tengah masyarakat.93  
Peran pemuka agama sebagai tokoh agama sesungguhnya 
penting dalam usaha membangun keutuhan persatuan dan 
kesatuan bangsa. Apalagi sekarang telah terbentuk sebuah 
lembaga (FKUB) yang khusus untuk mengurus dan 
menciptakan kerukunan umat beragama. Keteladanan moral 
yang ditunjukkan pemuka agama sebagai modal penting 
dalam membangun bangsa, betapa indahnya kalau terwujud 
kerukunan antar pemuka agama yang nota bene nya akan 
                                            
93 Hasan Mansur, Mengemban Tugas Dakwah (Bandung: Mizan, 1996), hal. 
67 
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memperkuat tali ukhuwah di tengah masyarakat. Lewat 
keteladanan moral pemuka agama diharapkan mampu 
menghapus berbagai kegelapan yang melanda masyarakat 
saat ini. 
 
Peran Menyelesaikan Kasus 
Intoleransi Antar Umat Beragama 
 
 
Intoleransi menurut Mohammed Arkoun adalah pola 
pandang, tutur sikap serta tindakan mendikotomi kehidupan 
sosial berdasarkan perbedaan, baik yang terbentuk melalui 
suasana politis, sosial, negara maupun budaya.94 Intoleransi 
terbentuk melalui pola-pola seperti eksklusifisme 
(ketertutupan) dalam berideologi atau beragama dan 
kekakuan mental yang disebabkan oleh fanatisme berbasis 
doktrin dogmatis. Sedangkan ciri-ciri pemicu berkembangnya 
sikap intoleransi melalui: 
1) Tumbuhnya budaya sosial maupun agama yang berakar 
pada dogma tekstual.  
2) Dorongan pada dialog lintas agama atau komunal 
(kelompok) yang semakin jarang dilakukan oleh tiap 
generasi masyarakat.  
3) Lahirnya ekstremisme dan radikalisme dalam lintas 
kehidupan antara agama sebagai akibat doktrin ketuhanan 
yang dipahami secara eksklusivisme.  
                                            
94
 Irwan Masduqi, Berislam Secara Toleran (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 
2011), hal. 46. 
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4) Penghargaan akan kelompok minoritas yang dalam proses 
perputaran zaman semakin berbeda dengan kondisi pada 
zaman sebelumnya.  
5) Pemaksaan terhadap kelompok tertentu dalam 
menjalankan norma-norma keagamaan.95 
Gejala dan bentuk tindakan intoleransi di atas, akhirnya akan 
menjadi serius dan mengancam terhadap ketidak harmonisan 
sosial masyarakat. 
Tindakan intoleransi yang terjadi di Indonesia mengalami 
peningkatan di setiap tahunnya, ada beberapa penelitian yang 
dilakukan oleh Imparsial mencatat, terjadi 24 kasus 
penutupan gereja sepanjang 2005. Pelanggaran kebebasan 
beragama dan berkeyakinan lainnya, selama 2005 sebanyak 12 
kasus. Bentuknya, mulai dari penyesatan, penangkapan, 
hingga pelarangan beribadah. Selanjutnya, Setara Institute, 
mencatat bahwa di sepanjang 2007 telah terjadi 135 peristiwa 
pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Sementara 
itu, laporan PGI dan KWI, sejak 2004—2007, terjadi 108 kasus 
penutupan, penyerangan, dan perusakan gereja.  
Pada tahun 2009, dalam laporan tentang kebebasan 
beragama yang dirilis The Wahid Institute, mencatat bahwa 
sepanjang tahun 2009, terjadi 35 pelanggaran kebebasan 
beragama, 93 tindakan intoleransi. Aparat kepolisian adalah 
pelaku terbanyak tindakan pelanggaran, sedang ormas 
keagamaan pelaku terbanyak tindakan intoleransi. Laporan 
ini juga menyuguhkan banyaknya bermunculan peraturan 
yang dinilai diskriminatif.  
Setidaknya, ada enam perda bernuansa agama: Qanun 
Jinayah di Aceh, Perda Zakat di Bekasi, Perda Pelarangan 
Pelacuran di Jombang, Perda Pendidikan al-Quran di 
                                            
95
 Ibid., hal. 51. 
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Kalimantan Selatan, Perda Pengelolaan Zakat di Batam, dan 
Perda Pengelolaan Zakat di Mamuju. Walikota Palembang, 
juga menekan surat bernomor 177 Tahun 2009, tentang 
Kewajiban Membayar Zakat bagi PNS di Kota Palembang. 
Pada tahun 2010, The Wahid Institute kembali merilis 
laporannya. Hasilnya menyedihkan. Kasus Pelanggaran naik; 
dari 35 kasus, menjadi 63 kasus pelanggaran. Sedang 
intoleransi; dari 93 kasus, menjadi 133 kasus, atau naik 30 
persen. Salah satu faktornya, menurut analisis The Wahid 
Institute adalah adanya pembiaran yang dilakukan negara.  
Setara Institute pada tahun 2010 merilis laporannya yang 
menyatakan bahwa Sepanjang tahun 2010, tejadi 216 peristiwa 
pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, yang 
mengandung 286 bentuk tindakan, yang menyebar di 20 
propinsi. Dari 286, 103 tindakan, dilakukan oleh negara yang 
melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor. Institusi 
negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah 
kepolisian; sebanyak dengan 56 tindakan.  
Selanjutnya Bupati/Walikota,  Camat,  Satpol  PP, 
Pengadilan, Kementerian Agama, TNI, Menteri Agama, dan 
selebihnya, institusi-institusi lainnya.Selain itu, riset yang juga 
dilakukan oleh Setara Institute, pada rentang 20 Oktober-10 
November 2010, terhadap 1.200 responden, juga  menunjuk-
kan adanya tren peningkatan pemahaman anti toleransi.  
Survei yang mengambil responden warga Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) ini menyebut, 
(49,5 persen) responden tidak menyetujui adanya rumah 
ibadah bagi penganut agama yang berbeda dari agama yang 
dianutnya. Sedangkan (45 persen) lainnya, dapat menerima 
keberadaan rumah ibadah agama lain, dan sisanya tidak 
menjawab. 
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Pada tahun 2011, ICRP mencatat bahwa ternyata aksi-aksi 
kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan kelompok 
keagamaan tertentu, ternyata tak menurun. Aksi paling brutal 
menimpa jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, pada 6 Februari 
2011. Tiga orang tewas dengan cara biadab. Kasus ini, 
tragisnya, menyulut desakan pembubaran dan keputusan 
kepala daerah untuk melarang aktivitas Ahmadiyah.  
Sejumlah kebijakan muncul di Jawa Timur, Pandeglang, Jawa 
Barat, Depok, dan sejumlah wilayah lain. 
Selain itu, hasil survei Lembaga Kajian Islam dan 
Perdamaian (LaKIP), Oktober 2010-Januari 2011, menyebut 
bahwa ternyata ada persoalan paling mendasar pada level 
kultural bangsa ini. Yakni, berkembangnya pemahaman 
radikal dan anti toleransi, yang sudah masuk ke ruang 
pendidikan. Dari 100 SMP serta SMA umum di Jakarta dan 
sekitarnya, dari 993 siswa yang disurvei, sekitar (48,9 persen) 
menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap aksi kekerasan 
atas nama agama dan moral. Sisanya, (51,1 persen) 
menyatakan kurang setuju atau sangat tak setuju. Di antara 
590 guru agama yang menjadi responden, (28,2 persen) 
menyatakan setuju atau sangat setuju atas aksi-aksi kekerasan 
berbaju agama. 
Di samping itu, persoalan yang tak kalah penting adalah 
soal peran media dalam advokasi penguatan toleransi di 
media massa. Tantangan bias toleransi dalam meliputi isu-isu 
keagamaan relatif masih menuai soal. Hasil riset The 
International Journal of Press dan Yayasan Pantau (2010), 
bertajuk “Misi Jurnalisme Indonesia: Demokrasi yang 
Seimbang, Pembangunan, dan Nilai-Nilai Islam”, menunjukan 
problem ini. Hal yang juga menarik survei LSI dan Yayasan 
DENY JA menyebutkan tahun 2012, masyarakat kehilangan 
kepercayaan dan kepuasan terhadap lembaga Negara 
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demikian rendah.  Ketidakpuasan masyarakat atas Lembaga 
Kepresidenan mencapai 62, 7%, ketidakpuasan terhadap Polisi 
64,7 % dan ketidakpuasan terhadap partai politik 58,1%. 
Rendahnya kepuasan masyarakat atas tiga lembaga Negara 
disebabkan kerja lambat, terkesan apatis, dan membiarkan 
dalam pelbagai kasus pelanggaran HAM kebebasan beragama 
di Indonesia. 
Sementara itu mendasarkan pada laporan tahunan 
kebebasan beragama dan berkeyakinan The Wahid Institute 
2013 menyatakan bahwa selama Januari sampai Desember 
2013, jumlah pelanggaran atau intoleransi keyakinan 
beragama berjumlah 245 peristiwa. Terdiri dari 106 peristiwa 
(43%) yang melibatkan aktor negara dan 139 peristiwa (57%) 
oleh aktor non-negara. Sementara total jumlah tindakan 
kekerasan dan intoleransi mencapai 280, dimana 121 tindakan 
(43%) dilakukan aktor negara dan 159 tindakan (57%) oleh 
aktor non negara. 
Pada tahun 2012, hasil survei yang dilakukan oleh Yayasan 
Denny JA dan LSI Community, menunjukkan bahwa trend 
intoleransi masyarakat Indonesia terus meningkat. 
Masyarakat merasa semakin tak nyaman akan keberadaan 
orang lain (yang berbeda identitas (berbeda agama, maupun 
berbeda aliran dalam satu agama) di sekitarnya. Di tahun 
2005, mereka yang keberatan hidup berdampingan dengan 
yang berbeda agama (6,9%), pada tahun 2012, naik menjadi 
(15%).  
Sedangkan mereka yang keberatan untuk hidup 
berdampingan dengan orang berbeda aliran (Syiah) (26,7%) 
pada tahun 2005, menjadi (41,8%) pada tahun 2012. Publik 
yang keberatan untuk hidup berdampingan dengan yang 
berbeda identitas tersebut, mayoritas adalah mereka yang 
berpendidikan dan berpenghasilan rendah (SMA ke bawah), 
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yakni sekitar (67,8%) keberatan untuk bertetangga dengan 
yang berbeda agama dan (61,2%) keberatan untuk bertetangga 
dengan orang Syiah. Sedangkan mereka yang berpendidikan 
tinggi (SMA ke atas), (32,2%) tak nyaman bertetangga dengan 
yang berbeda agama, dan (38,8%) keberatan untuk 
bertetangga dengan orang Syiah.  
Berdasarkan pada survei yang dilakukan oleh Yayasan 
Denny JA diatas kita dapat menyaksikan bahwa masyarakat 
beragama di Indonesia memiliki kebencian yang cukup 
mendalam pada Syiah sebagai bagian dari Islam yang telah 
dianut sejak dahulu di Indonesia.  Masyarakat kita memiliki 
perasaan yang tidak senang kepada Syiah sejak tahun 2005 
sampai tahun 2012 terus meningkat. Hal ini tentu saja menjadi 
persoalan serius di negeri yang beragam secara paham 
keagamaan. Hal ini jika dibiarkan akan membahayakan 
kehidupan keagamaan di Indonesia. 
Survei The Wahid Foundation (2016) melaporkan kaum 
muda terlibat dalam dukungan pada aktivitas kekerasan 
keagamaan (jihad) dan terorisme mencapai 76 %. Mendukung 
aksi-aksi intoleransi mencapai 46 %. Sementara tahun 2017, 
The Wahid Foundation melaporkan bahwa Unit Kerohanian 
Islam (Rohis) di Jabodetabek melakukan kajian jihad dalam 
makna perang mencapai 87 %. Terkait dengan aksi kekerasan 
radikalisme-terorisme yang dilakukan di Indonesia, kaum 
muda muslim yang tergabung dalam Unit Kerhonian Islam 
juga menyetujui. Makna dari temuan The Wahid Foundation 
adalah kaum muda muslim telah memiliki pikiran bahwa jika 
ada aksi kekerasan atas nama agama Islam itu dibolehkan.  
Fakta-fakta di atas, setidaknya menunjukan bahwa sikap 
toleransi dan kesadaran akan keberagaman di Indonesia 
masih menjadi tantangan besar.  
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Keberagaman yang harusnya menjadi modal sosial yang 
luar biasa bagi bangsa Indonesia, ternyata berbuah kerentanan 
konflik, anti-dialog, dan penyingkiran. Jika persoalan tersebut 
tak segera diantisipasi, maka eksistensi NKRI akan menjadi 
taruhannya 
Berikut ada beberapa hal yang dapat dijadikan solusi atas 
penyelesaian pemasalahan kasus intoleransi tersebut: 
1. Dialog Antar Umat beragama Agama, untuk mengatasi 
hubungan yang tidak harmonis antar umat beragama dan 
untuk mencari jalan keluar bagi pemecahan masalahnya, 
maka Mukti Ali, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri 
Agama, pada tahun 1971 melontarkan gagasan untuk 
dilakukannya dialog agama. Dalam dialog kita tidak hanya 
saling beradu argumen dan mempertahankan pendapat 
kita masing-masing yang dianggap benar. Karena pada 
dasarnya dialog agama ini adalah suatu percakapan bebas, 
terus terang dan bertanggung jawab yang didasari rasa 
saling pengertian dalam menanggulangi masalah 
kehidupan bangsa baik berupa materil maupun spiritual.96 
Diharapkan dengan adanya dialog antar umat agama, tidak 
terjadi kesalahpahaman yang nantinya dapat memicu 
terjadinya konflik.  
2. Pendidikan Multikultural Perlu ditanamkan sejak dini.  
Pendidikan multikultural adalah bagian dari strategi 
pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata 
pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan 
kultural yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis, 
agama, bahasa, gender, klas sosial, ras, kemampuan dan 
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umur agar proses belajar menjadi mudah.97 Dengan 
pendidikan ini di harapkan warga negara memiliki 
pemahaman akan keanekaragaman yang ada di Indonesia 
sehingga bisa saling menghormati dan menghargai antar 
sesama. Perbedaan jangan sampai membuat bangsa ini 
tercerai berai. Namun sebaliknya, perbedaan menjadi 
kekayaan bangsa yang bisa menjadi modal untuk mencapai 
kejayaannya. Penanaman rasa nasionalisme dan cinta tanah 
air dalam diri generasi muda sebagai penerus bangsa harus 
di tanamkan sejak dini, sehingga mereka memahami akan 
adanya perbedaan sehingga mereka saling menghargai 
setiap perbedaan yang ada.  
3. Menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama, setiap 
agama memiliki perbedaan antara satu dengan yang 
lainnya, perbedaan ini tidak mungkin bisa di hilangkan, 
namun demikian di setiap agama ada titik temunya 
khusunya menyangkut kehidupan sosial masyarakat, 
karena itu tugas kita adalah tidak memperdebatkan segi-
segi perbedaan dalam agama, namun mencari titik  temu 
diantara mereka, biarkanlah perbedaan tetap menjadi 
sebuah perbedaan dan kita harus bertoleransi atas 
perbedaan tersebut.  
4. Melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk 
agama yang berbeda. Ada beberapa kegiatan yang bisa di 
laksanakan bersama antar umat beragama semisal 
menangani bencana alam, santunan kemiskinan, 
pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan lain sebaginya 
5. Meningkatkan pembinaan individu yang mengarah pada 
terbentuknya pribadi yang memiliki budi pekerti luhur dan 
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akhlakul karimah dan komentmen ke Indonesiaan. 
sehingga tidak mudah terpengaruh ajaran-ajaran yang 
bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar NKRI, karena 
seiring dengan terbukannya sistem informasi, maka 
seluruh paham-paham termasuk berbagai macam paham 
keagamaan mudah di dapat, Kalau seorang warga tidak 
memiliki kekuatan indevidu, maka akan sangat mudah 
sekali terpengaruh ajaran yang justru sangat bertentangan 
dengan keberadaan NKRI. 
 
 




Kehidupan beragama di kalangan Bangsa Indonesia dalam 
bentuknya yang sederhana, telah tumbuh dan berakar 
semenjak dahulu kala. Simbol-simbol penyembahan suku-
suku yang masih primitif terhadap benda-benda yang 
dianggap “sakti” dan “keramat” adalah satu bentuk dari pada 
pernyataan dalam kehidupan kerohanian dari nenek moyang 
bangsa Indonesia.98 Indonesia sebagai salah satu masyarakat 
yang pluralistik baik dari segi etnis, budaya, suku adat 
istiadat, bahasa, maupun agama. Dari segi etnis, budaya, suku 
adat istiadat, bahasa, maupun agama. Dari segi agama, sejarah 
telah membuktikan bahwa hampir semua agama, khususnya 
agama-agama besar, Islam, Kristen, Hindu dan Budha dapat 
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berkembang subur dan terwakili aspirasinya di Indonesia. 
Karena itu sikap religuisitas, saling menghormati dan 
toleransi sangat dibutuhkan agar terjalin kerukunan di 
Indonesia. 
Beberapa sikap religiusitas pemeluk agama dalam 
mengembangkan dan membangun hubungan umat beragama 
untuk mempertahankan toleransi antarumat beragama 
diantaranya: 
(1) Membangun Sikap Keterbukaan, Salah satu sikap yang 
harus dimiliki oleh seseorang untuk menjaga kerukunan 
antarumat beragama adalah adanya sikap untuk mengakui 
keberadaan pihak lain. Setiap orang memiliki hak yang 
sama untuk memilih agama dan keyakinannya. Hubungan 
antar pemeluk agama akan dapat terjalin dengan baik, jika 
masing-masing memiliki sikap ketergantungan untuk 
menerima pihak lain ke dalam komunitas kita, sikap 
terbuka ini akan menjadi sarana untuk menegakan 
kerukunan hidup beragama, dan dilaksanakan juga oleh 
setiap pemeluk agama, sehingga hubungan antarumat 
beragama tidak  ada rasa saling mencurigai, dan rasa 
permusuhan di antara pemeluk agama lain.99 
(2) Membangun kerja sama antar pemeluk agama, Sesuatu 
yang tidak dapat dipisahkan pula dalam kehidupan 
mayarakat adalah adanya kerjasama dan interaksi sosial. 
Dengan adanya kerjasama dan interaksi sosial sesama 
manusia ataupun sesama pemeluk agama akan lebih 
mempererat hubungan bersama, sehingga manusia dapat 
mempertahankan hidupnya. Dalam konteks interaksi sosial 
siapapun berhak melakukannya, karena telah menjadi 
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kodrat hidup, memenuhi kebutuhan primernya, hubungan 
ini tidak mengenal lintas batas agama, etnis, suku dan 
kebangsaan. Maka lahirlah kerjasama. 
(3) Upaya Membangun dialog antar umat beragama. Suatu hal 
prinsipil dan utama yang harus diperhatikan ketika 
berbicara tentang dialog antar agama adalah bahwa dialog 
hendaknya tidak dilakukan secara intelektual verval dan 
teologis belaka. Dialog merupakan salah satu cara untuk 
mempetahankan dan menjaga kerukunan umat beragama. 
Karena dialog yang positif dapat mengantarkan pada 
pencerahan pemahaman beragama yang inklusif dan 
menumbuhkan sikap saling menghormati serta menghargai 
diluar keyakinan yang kita yakini. Menurut A. Mukti Ali, 
dialog kerukunan umat beragama bisa dilakukan dengan 
dialog kehidupan, dialog perbuatan, dialog teologis, dialog 
pengalaman agamis dan dialog antar-monastik.100 
Sementara Azyumardi Azra menyatakan terdapat lima bentuk 
dialog yang dapat dilakukan, diantaranya:101 
(a) Dialog Parlementer (Parliamentary Dialogue), yakni dialog 
yang melibatkan ratusan peserta. Dalam dialog dunia 
global, dialog ini paling awal diprakarsai oleh world‟s 
parliament of religious pada tahun 1893 di Chicago.  
(b) Dialog Kelembagaan (Institusional Dialgue), yakni dialog 
diantara wakil-wakil institusional berbagai organisasi 
agama. Dialog kelembagaan ini seperti yang dilakukan 
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melalui wadah Musyawarah Antarumat Beragama oleh 
majelis agama yakni MUI.  
(c) Dialog Teologi (Theological Dialogue), yakni mencakup 
pertemuan-pertemuan regular maupun untuk membahas 
persoalan teologis dan filosofis, seperti dialog ajaran 
tentang kerukunan antarumat beragama, melalui konsep 
ajaran sesuai dengan agama masing-masing.  
(d) Dialog dalam masyarakat (Dialogue in Community), dan 
dialog kehidupan (Dialogue of Life), dialog dalam kategori 
ini pada umumnya ialah penyelesaian pada hal-hal 
praktis dan aktual dalam kehidupan. Seperti, pemecahan 
masalah kemiskinan, masalah pendidikan. 
(e) Dialog Kerohanian (Spiritual Dialogue), dialog ini 
bertujuan menyuburkan dan memperdalam kehidupan 
spiritual di antara berbagai agama. Dialog bukan 
merupakan tujuan akhir, melainkan sesuatu yang 
dijalankan untuk mencapai tujuan selanjutnya, berupa 
terbentuknya tatanan sosial yang rukun dan damai. 
Namun, tujuan tersebut tidaklah dapat dicapai dengan 
baik tanpa keterlibatan semua pihak. Dalam cakrawala 
holistik, partisipasi dan rasa kebersamaan seluruh 
komponen anak bangsa merupakan modal utama untuk 
meraih tatanan sosial yang di harapkan. 
(f) Saling Mengenal (Ta’aruf). Ta’aruf  berasal dari bahasa 
Arab, arafa-ya’rifu, irfatun, artinya mengetahuai, apabila 
ketambahan ta menjadi ta’arrafa-yata’arrafu-ta’arrufun, 
artinya berusaha keras supaya tahu, mencari tahu, 
berusaha kenal, dan apabila ketambahan ta dan alif 
menjadi taa’rafa-yataa’rafu-taa’rufun artinya saling 
memberi tahu atau saling berkenalan sosial, pribadi 
maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk 
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dan beraneka ragam.102 Ta‟aruf dapat membebaskan umat 
manusia dari sekat-sekat primordialisme-tribalisme, 
eksklufisme serta identitas yang melekat pada diri 
manusia. Maka dengan ta‟aruf sikap tersebut akan lentur 
dan cair yang didasari dengan saling kenal, saling 
memahami yang lain, maka konflik yang terjadi dapat 
diminimalisir bahkan dapat mencegah konflik sedini 
mungkin. Karena dengan saling kenal akan 
mengantarkan pada pemahaman yang realistis-empiris 
terhadap kondisi masyarakat yang didasari dengan saling 
mengetahui satu sama lain, selain itu juga karena adanya 
co-presence (pertemuan-muka) dengan saling berinteraksi 
dan komunikasi dalam kehidupan. sehari-hari, ada 
pepatah yang mengatakan, tidak kenal maka tidak 
sayang. 
 
Faktor penunjang dan penghambat 




Faktor Penujang  
 
Faktor penunjang terpeliharanya kerukunan beragama adalah 
karena semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk 
menghargai perbedaan yang ada. Hal ini desebabkan dunia 
yang sudah mengecil (era globalisasi) dengan kemajuan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi. Pemanfaatan alat transportasi dan 
komunikasi yang semakin canggih telah mampu mengem-
bangkan wawasan masyarakat dan bangsa. 
Disamping itu juga tingkat pendidikan yang semakin tinggi 
telah melahirkan manusia-manusia intelektual yang bersikap 
terbuka dan objektif. Suasana inilah yang telah membuat 
prospek kerukunan umat beragama akan semakin cerah dan 
baik.103 Manusia dalam kehidupan memiliki tiga fungsi, yaitu 
sebagai mahluk tuhan, individu, dan sosial budaya.  
Ketiganya saling berkaitan dimana kepada Tuhan memiliki 
kewajiban untuk mengabdi kepada-Nya, sebagai individu 
harus memenuhi kebutuhan pribadinya, dan sebagai mahluk 
sosial budaya harus hidup berdampingan dengan orang lain 
dalam kehidupan yang selaras dan saling membantu. Sebagai 
mahluk sosial manusia akan hidup bersama dengan manusia 
lain yang akan melahirkan suatu bentuk kerja sama dalam 




Dalam perjalanannya menuju kerukunan umat beragama 
selalu diiringi dengan beberapa factor. Beberapa diantaranya 
bersinggungan secara langsung dimasyarakat. Ada pula 
terjadi akibat akulturasi budaya yang terkadang berbenturan 
dengan aturan yang berlaku di dalam agama itu sendiri.   
Hendropuspito mengatakatan bahwa ada beberapa bentuk 
konflik sosial yang bersumber dari agama yang menjadi faktor 
penghambat kerukunan beragama yaitu perbedaan doktrin 
dan sikap, perbedaan suku dan ras umat beragama, 
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perbedaan tingkat kebudayaan, serta masalah mayoritas dan 
minoritas pemeluk agama.104 Disamping itu ada beberapa 
faktor yang menjadi penghambat kerukunan umat beragama 
antara lain: 
(a) Pendirian rumah ibadah. Apabila dalam mendirikan 
rumah ibadah tidak melihat situasi dan kondisi umat 
beragama dalam kacamata stabilitas sosial dan budaya 
masyarakat setempat maka tidak menutup kemungkinan 
akan menjadi biang dari pertengkaran atau munculnya 
permasalahan umat beragama. 
(b) Penyiaran agama. Apabila penyiaran agama bersifat 
agitasi dan memaksakan kehendak bahwa agama 
sendirilah yang paling benar dan tidak mau memahami 
keberagamaan agama lain, maka dapat memunculkan 
permasalahan agama yang kemudian akan menghambat 
kerukunan antar umat beragama, karena disadari atau 
tidak kebutuhan akan penyiaran agama terkadang 
berbenturan dengan aturan kemasyarakatan. 
(c) Perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama 
disinyalir akan mengakibatkan hubungan yang tidak 
harmonis, terlebih pada anggota keluarga masing-masing 
pasangan berkaitan dengan perkawinan, warisan dan 
harta benda, dan yang paling penting adalah 
keharmonisan yang tidak mampu bertahan lama di 
masing-masing keluarga. 
(d) Penodaan agama. Melecehkan atau menodai doktrin 
suatu agama tertentu. Tindakan ini sering dilakukan baik 
perorangan atau kelompok. Meski dalam skala kecil, 
baru-baru ini penodaan agama banyak terjadi baik 
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dilakukan oleh umat agama sendiri maupun dilakukan 
oleh umat agama lain yang menjadi provokatornya. 
(e) Kegiatan aliran sempalan. Suatu kegiatan yang 
menyimpang dari suatu ajaran yang sudah diyakini 
kebenarannya oleh agama tertentu. Hal ini terkadang sulit 
di antisipasi oleh masyarakat beragama sendiri. Pasalnya 
akan menjadikan rancuh diantara menindak dan 
menghormati perbedaan keyakinan yang terjadi di dalam 
agama ataupun antar agama. 
(f) Berebut kekuasaan. Saling berebut kekuasaan masing-
masing agama saling berebut anggota/jamaat dan umat, 
baik secara intern, antar umat beragama, maupun antar 
umat beragama untuk memperbanyak kekuasaan. 
(g) Beda pentafsiran. Masing-masing kelompok dikalangan 
antar umat beragama, mempertahankan masalah-masalah 
yang prinsip, misalnya dalam perbedaan penafsiran 
terhadap kitab suci dan ajaran-ajaran keagamaan lainya 
dan saling mempertahankan pendapat masing-masing 
secara fanatik dan sekaligus menyalahkan yang lainya. 
(h) Kurang kesadaran. Masih kurangnya kesadaran di antar 
umat beragama dari kalangan tertentu menggap bahwa 
agamanya yang paling benar, misalnya di kalangan umat 
Islam yang dianggap lebih memahami agama dan 




                                            
105
 Sudjangi, Profil Kerukunan Hidup Umat Beragama (Badan Penelitian 
dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat 
Beragama), hal. 117. 
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GAMBARAN UMUM FKUB 
KABUPATEN JEMBER 
 




Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) didirikan bermula 
dari munculnya berbagai ketegangan antarumat beragama di 
beberapa daerah terutama antara Islam dan Kristen, yang bila 
tidak segera diatasi akan membahayakan persatuan dan 
kesatuan Indonesia.  
Pemerintah menyelenggarakan Musyawarah Antar Agama 
pada tanggal 30 November 1969 bertempat di Gedung Dewan 
Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta yang dihadiri pemuka-
pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. 
Pemerintah mengusulkan perlunya dibentuk Badan 
Konsultasi Antar Agama dan ditandatangani bersama suatu 
piagam yang isinya antara lain menerima anjuran Presiden 
agar tidak menjadikan umat yang sudah beragama sebagai 
sasaran penyebaran agama lain.  
Musyawarah menerima usulan pemerintah tentang 
pembentukan Badan Konsultasi Antar Agama, tetapi tidak 
dapat menyepakati penandatanganan piagam yang telah 
diusulkan pemerintah tersebut. Hal itu disebabkan oleh 
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sebagian pimpinan agama belum dapat menyetujui usulan 
pemerintah (Presiden) tersebut, terutama yang menyangkut 
agar tidak boleh menjadikan umat yang sudah beragama 
sebagai sasaran penyebaran agama lain. Musyawarah tersebut 
merupakan pertemuan pertama antar semua pimpinan, 
pemuka agama-agama di Indonesia untuk membahas masalah 
yang memang sangat mendasar dalam hubungan antarumat 
beragama di Indonesia.  
Pertemuan inilah yang menjadi inspirasi dari berbagai jenis 
kegiatan antaragama, antara lain; dialog, konsultasi, 
musyawarah, kunjungan kerja pimpinan majelis-majelis 
agama secara bersama ke daerah-daerah, seminar antar 
berbagai agama, sarasehan pimpinan generasi muda dan lain 
sebagainya. 
Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama 
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang 
Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin 
Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan, Pengembangan dan 
Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya, merupakan salah 
satu produk hukum yang berkenaan dengan kerukunan umat 
beragama. Inilah salah satu bentuk perhatian pemerintah 
terhadap umat beragama dalam rangka menciptakan 
kehidupan beragama yang harmonis.  
Pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk 
memelihara kerukunan umat beragama.  Menteri Agama 
Alamsyah Ratu Perwiranegara menerapkan konsep 
kerukunan hidup umat beragama secara resmi yang 
mencakup tiga kerukunan, yakni: 1) kerukunan intern umat 
beragama, 2) kerukunan antarumat beragama, dan 3) 
kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Tiga 
kerukunan ini biasa disebut dengan istilah Trilogi Kerukunan.  
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Dalam mendukung trilogi kerukunan, Menteri Agama RI 
Alamsyah Ratu Perwiranegara, membentuk suatu wadah 
dengan nama Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama 
(WMAUB).106 Pada periode Menteri Agama berikutnya, 
kebijakan memelihara kerukunan umat beragama ini 
dilanjutkan melalui proyek pembinaan kerukunan umat 
beragama dengan dibentuk Lembaga Pengkajian Kerukunan 
Antar Umat Baragama (LPKUB) di Yogyakarta, Medan dan 
Ambon.107 Pada kenyataannya WMAUB maupun LPKUB, 
merupakan wadah atau forum yang dibentukdan dibiayai 
oleh pemerintah dan lebih diperuntukkan untuk kalangan elit, 
kurang menyentuh masyarakat bawah karena bersifat top-
down.  
Pada tahun 2005 terjadi polemik yang terjadi di masyarakat 
tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan 
Menteri Dalam Negeri No.01/BER/MDM-MAG/1969 tentang 
Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin 
Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan 
Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Sebagian kalangan 
masyarakat menginginkan agar SKB tersebut dicabut karena 
dianggap menghambat pendirian rumah ibadat. Di pihak lain 
ada sebagian masyarakat yang menghendaki supaya SKB 
tersebut tetap dipertahankan.  
Dalam menghadapi polemik yang berkembang di 
masyarakat ini, Presiden memerintahkan kepada Menteri 
                                            
106 Masykuri Abdillah, “Alamsjah Ratu Perwiranegara; Stabilitas Nasional 
dan Kerukunan” dalam Azyumardi Azra, ed. Menteri-Menteri Agama RI 
Biografi Sosial-Politik (Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama RI, 
1998), hal. 341. 
107 Usep Fathudin, “H. Tarmizi Taher: Globalisasi Kerukunan” dalam 
Azyumardi Azra, ed. Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik 
(Jakarta: Badan Litbang Departemen AgamaRI, 1998), hal. 421-423. 
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Agama, untuk mengkaji SKB No. 01 tahun 1969. Dari hasil 
kajian yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat 
Kementerian Agama menyatakan bahwa keberadaan SKB 
tersebut masih diperlukan, tetapi perlu disempurnakan.108  
Berdasar hasil kajian ini, Menteri Agama dan Menteri 
Dalam Negeri membentuk satu tim khusus untuk membahas 
penyempurnaan SKB No. 01 tahun 1969. Dalam prosesnya, 
penyempurnaan ini melibatkan anggota tetap dan majelis-
majelis agama yang masing-masing agama diwakili oleh dua 
orang, pertemuan itu berlangsung sampai 11 kali pertemuan. 
Hasil kajian tersebut dirumuskan dalam bentuk Peraturan 
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 
dan Nomor 8 tahun 2006, yang ditandatangani oleh Menteri 
Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 maret 
20064. PBM tersebut memuat tiga hal; pertama, Pedoman 
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 
dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama. Kedua, 
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). 
Ketiga, Pendirian Rumah Ibadat.109 
Sebagaimana amanat dalam SKB dua menteri tersebut, 
Pemerintah Daerah kabupaten Jember dalam hal ini 
Bakesbang mengundang tokoh-tokoh agama untuk 
bermusyawarah menentukan kepengurusan FKUB kabupaten 
Jember, dan dari hasil musawarah tersebut disepakati 
                                            
108 Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, Buku Peraturan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 9 Tahun 2006 
dan Nomor. 8 Tahun 2006 (Jakarta; Maloho Jaya Abadi, 2010), hal. 2-3 
109 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Peranan Forum 
Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 
dan 8 Tahun 2006, Kustini. ed., (Jakarta: Maloho Jaya Abadi, 2010), hal. 
190. 
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kepengurusan periode 2006-2021 dengan komposisi sebagai 
berikut:110 
Ketua  KH. Abdul Muis Shonhaji, M.Si. 
Wakil Ketua Rahmatullah Ali Noor 
Wakil Ketua H. Dr. Faisol Naser 
Sekretaris H. Muhammad Muslim M.Sy. 
Wakil Sekretaris H. Lutfi Baihaqi 
Bendahara Johanes Soehartono 
Wakil Bendahara H. Low Song Tjai 
Bidang Pemeliharaan 
Koordinator Dodiek Sutikno 
Anggota Kasman 
 Romo Hendrikus Suwaji 
Bidang pemberdayaan  
Koordinator Achmad Syaihu Yusuf 
Anggota  I Nengah Sukarya 
 Mahmud 
Bidang Pendirian Rumah Ibadah 
Koordinator Pujiono Abdul Hamid 
Anggota Doni Hermanto 
 Zainal Ghulam 
 
Program kerja FKUB Jember 
 
Sebagai sebuah organisasi FKUB Kabupaten Jember memiliki 
beberapa program yang akan dilaksanakan dalam satu priode 
kepengurusan, program tersebut adalah.111 
                                            
110
 SK Bupati Jember Nomor 188.45/367/1.12/2016 
111
 Wawancara dengan Muhammad Muslim Sekretaris FKUB Jember 
tanggal 20 Oktober 2019. 
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Membangun budaya toleransi, hal ini 
dilakukan dengan cara  
 
FKUB Jember membangun budaya toleransi dilakukan 
dengan lima langkah berikut: 
1) Melakukan silaturrahmi setiap bulan, dan tempatnya 
bergantian di setiap rumah pengurus, adapun topik 
bahasannya adalah persoalan-persoalan aktual yang terjadi 
di masyarakat khususnya yang menyangkut persoalan-
persoalan kerukunan umat beragama. 
2) Berkunjung ke masing-masing tempat ibadah, khususnya 
pada saat perayaan hari-hari besar agama-agama, kegiatan 
ini dilakukan untuk membangun budaya silaturahmi 
dengan harapan ketika silaturahmi sudah terjalin maka 
akan muncul sikap toleransi diantara umat beragama.  
3) Dialog antar umat beragama, dialog ini dilakukan paling 
tidak 3 kali dalam setahun, baik yang dilaksanakan oleh 
FKUB secara langsung, maupun dilaksanakan oleh pemuka 
agama yang melibatkan seluruh unsur agama-agama 
termasuk pengurus FKUB, dialog ini dilakukan dalam 
rangka menciptakana kesadaran akan sikap inklusifisme 
dan kesadaran bahwa manusia di ciptakan dalam keadaan 
berbeda-beda. 
4) Mempertahankan budaya toleransi yang sudah terjalin 
antar umat beragama dikabupaten Jember, sebab tolerasnsi 
yang ada dimasyarakat harus terus di pertahankan 
sehingga masyarakat beragama dikabupaten Jember 
merasa tenang dan khusu’ dalam menjalankan ajaran 
agamanya, hal ini dilakukan dengan mempertemukan 
tokoh-tokoh antar agama dan juga generasi mudanya 
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melalui kegiatan seminar, dan aksi-aksi yang bersifat 
kemanusiaan.  
5) Menyelesaikan kasus intoleransi antar umat beragama, 
Misalnya kasus yang diselesaikan di tahun 2019 seperti 
adanya potensi konflik antara masyarakat dusun Seporan 
desa Sumber jati Kecamatan Silo, dengan Kapel Katolik di 
daerah tersebut. 
 
Beberapa kasus yang pernah 
ditangani FKUB Jember 
 
Diantara kasus yang berhasil ditangani oleh FKUB Jember 
dalam akhir-akhir ini sangat banyak diantaranya adalah kasus 
Sekolah Tinggi Diroyah Islamiyah (STDI), Pendirian rumah 
ibadah umat katolik, dan Penyelesaian kesalahpahaman 
masyarakat Silo dengan Kapel Katolik di dusun seporan desa 
Sumber jati Kecamatan Silo. 
 
Sekolah Tinggi Diroyah Islamiyah 
(STDI) 
 
Pada tahun 2007 berdirilah ma’had ‘aly Imam Syafi’i, sebagai 
cikal bakal STDI Imam Syafi’i. Sejak saat itu pula, tahapan 
tahapan perizinan pendirian Sekolah Tinggi dimulai, 
selangkah demi selangkah. Hingga pada akhirnya, pada tahun 
2010, Departemen Agama, melalui Dirjen Pendidikan Tinggi 
Agama Islam, menerbitkan izin oprasional bernomorkan: 
Dj.I/375/2010. Dan sejak saat itu pula, secara resmi ma’had ‘aly 
Imam Syafi’i, berganti nama menjadi: Sekolah Tinggi Dirasat 
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Islamiyah Imam Syafi’i atau disingkat menjadi STDI Imam 
Syafi’i. Dirjen Pendidikan Tinggi Agama Islam memberikan 
izin bagi STDI Imam Syafi’i untuk dua program studi, yaitu: 
1. Progaram Study Ahwal As Syakhsiyah (AHS) 
2. Progaram Study Ilmu Hadits. 
Untuk mensiasati kendala yang muncul akibat komitmen 
penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, maka 
disamping kedua prodi di atas, STDI Imam Syafi’i juga 
mendirikan program persiapan bahasa yang disebut dengan 
“Al I’idad Al lugghawy”. Yaitu program matrikulasi bahasa 
Arab, bagi calon mahasiswa baru yang belum lancar atau 
bahkan belum mampu berbahasa Arab secara aktif. Peserta 
didik di program Al I’idad Al lugghawy, ini mendapatkan 
pendidikan bahasa Arab secara intensif selama 1 atau 2 tahun. 
Dengan demikian, setelah mengikuti program ini, mereka 
dapat mengikuti ujian seleksi masuk Kuliah di STDI Imam 
Syafi’i.112 
Kehadiran STDI di Desa Kranjingan menimpulkan pro 
kontra sehingga ribuan umat Islam di Jember yang tergabung 
dalam gerakan Tolak Penjajah Ideologi Bangsa (Topi Bangsa) 
turun ke jalan di depan Kantor Pemda Jember dan DPRD 
Jember, pada hari Jum’at tanggal 03/08/2018. Penolakan ini di 
sebabkan karena Yayasan Imam Syafi’i (STDI) Jember 
menyebarkan Buletin An-Nashihah yang isinya menzindiqkan, 
alias mengafirkan, orang yang merayakan maulid Nabi 
Muhammad SAW, dan dalam Buletin juga diterangkan bahwa 
sowan kepada kiai termasuk membatalkan amal ibadah. 
Keresahan tersebut di respon oleh Forpimda kabupaten 
Jember, sehingga tidak menjadi gejolak sosial yang lebih besar, 
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 https://stdiis.ac.id/profil/sejarah-singkat, di akses tanggal 21 agustus 
2019. 
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dan FKUB Jember termasuk pihak yang ikut berperan aktif 
dalam menyelesaikan problem tersebut.   
 
Pendirian rumah ibadah umat katolik 
 
Umat Katolik yang tinggal di kota Jember yang jumlahnya 
lebih dari 5000 orang, sementara Tempat ibadah yang mereka 
miliki hanya di Jl. Kartini Jember, sehingga membutuhkan 
pendirian rumah ibadah baru. Umat Katolik telah memiliki 
sebidang tanah yang ada di kelurahan Sempusari Jember, 
tepatnya di sebelah barat komplek pertokoan Roxy, maka 
pada tahun 2013, pengurus mengajukan permohonan 
rekomendasi pendirian rumah ibadah ke FKUB kabupaten 
Jember. Secara adminitrasi permohonan mereka memenuhi 
ketentuan yang di atur dalam SKB dua menteri nomor 8 dan 9 
tahun 2006. Namun secara sosial masih menimbulkan potensi 
konflik, karena banyaknya masyarakat di Jember dan 
kabupaten sekitarnya yang keberatan akan berdirinya gereja 
tersebut. Untuk menghindari konflik sosial maka FKUB 
Kabupaten Jember tidak mengeluarkan rekomendasi 
pendirian rumah ibadah tersebut. namun sebagai solusinya 
umat katolik bisa Memanfaatkan kapel yang berada di 
Komplek Sekolah Santo Paulus, Komplek perumahan 
Majapahit belakang Transmart. Solusi ini bisa meredakan 
ketegangan yang ada di masyarakat, tetapi umat katolik masih 




                                            
113 Wawancara dengan M. Muslim Sekretaris FKUB tanggal 12 Oktober 2019. 
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Penyelesaian kesalahpahaman masyarakat silo dengan Kapel 
Katolik di dusun seporan desa Sumber jati Kecamatan Silo 
pada Bulan September dan Oktober 2019, Gereja santo Yusuf 
mengadakan peringatan ulang tahun dengan ditandai oleh 
kegiatan-kegiatan keagaman dan bakti sosial, salah satu 
kegiatannya adalah mendatangi gereja-gereja kecil di daerah-
daerah termasuk gereja yang ada di dusun seporan desa 
Sumber Jati Kecamatan Silo kabupaten Jember, yang hanya di 
gunakan oleh 9 KK yang berada di kecamatan Silo. Kegiatan 
tersebut dilaksanakan pada minggu ke dua dan ke empat. 
Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan kegiatan Ritual berupa 
kebaktian dan santunan sosial bagi masyarakat gereja. 
Kehadiran beberapa Romo dan jamaat Katolik yang disertai  
dengan bantuan sosial berupa sembako dan kebutuhan 
lainnya di gereja tersebut menimbulkan beberapa presepsi 
masyarakat sekitar gereja, sehingga menimbukan problem 
sosial karena sebagai masyarakat menganggap kegiatan 
tersebut sebagai bentuk Krestenisasi  yang terselubung, 
sehingga beberapa tokoh masyarakat Silo mendatangi 
Kementerian Agama dan FKUB kabupaten Jember untuk 
klarifikasi masalah tersebut. Ketika sampai di Kementerian 
Agama, penyelenggarah Katolik yang bernama  Petrus, 
menyatakan bahwa gereja tersebut bukan gereja katolik dan 
tidak terdaftar, atas jawaban tersebut maka tokoh masyarakat 
Silo meminta gereja tersebut ditutup, agar tidak menimbulkan 
kerawanan social. 
Kondisi tersebut kemudian di selesaikan dengan diadakan 
dialog antara masyarakat Silo dengan keluarga besar Gereja 
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Santo Yusuf yang dilaksanakan di Aula Kementerian Agama, 
dialog tersebut dihadiri oleh perwakilan masyarakat Silo, 
Romo dan pengurus Gereja Santo Yusuf, dari pemerintah 
hadir Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, Kepala Kemenag 
Jember dan Ketua FKUB serta seluruh pengurusnya. Hasilnya 
adalah kesepakatan bahwa gereja tersebut tetap beroperasi 
seperti biasanya karena sudah lama berdiri dan sudah 
memiliki ijin, namun demikian kegiatan kebaktian hanya 
untuk masyarakat silo, sehingga umat Katolik yang berada di 
luar Kecamatan Silo tidak diperkenankan untuk 
melaksanakan ibadah di gereja tersebut.114 
 
  
                                            
114 Wawancara dengan M.Muslim Sekretaris  FKUB Kabupaten Jember 
tanggal 26 Oktober 2019 
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Peran Forum Kerukunan Umat 
Beragama  
 
Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam 
Pemeliharaan Kerukunan Antar Umat Beragama di 
Kabupaten Jember. Untuk memperjelas peran FKUB dalam 
memelihara kerukunan umat beragama di kabupaten Jember 
maka penyajian data di bagi menjadi beberapa peran FKUB 
diantaranya adalah peran FKUB Kabupaten Jember dalam 
Membangun Budaya Toleransi, peran FKUB dalam 
mempertahankan Toleransi Umat Beragama, Peran FKUB 
Dalam menyelesaikan kasus intoleransi dan Peran FKUB 
Dalam menyelesaikan kasus intoleransi.  
 
Peran FKUB Kabupaten Jember dalam Memba-
ngun Budaya Toleransi 
 
FKUB Kabupaten Jember berada dalam barisan terdepan 
untuk saling menghormati adanya keberanekaragaman 
bangsa Indonesia dan mengajak kepada semua elemen 
masyarakat Indonesia dari unsur pemerintahan tokoh agama, 
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adat, budaya, dan sampai kepada masyarakat sipil yang 
paling bawah untuk hidup rukun, toleran ditengah perbedaan 
semua konteks kehidupan dimasyarakat guna menguatkan 
negara dan bangsa Indonesia menjadi utuh dan harmonis.  
Hal ini telah berhasil diraih oleh FKUB dalam membangun 
bangsa yang rukun dan hidup berdampingan secara 
berkualitas. 
Berikut gambar kegiatan FKUB Jember sebagai salah satu 
agenda untuk memajukan umat memalui membanguna 
budaya toleransi dalam tubuh keberanekaragaman.    
 
  
Silaturrahmi dan diskusi rutin setiap bulan 
tempatnya berpindah-pindah dirumah ibadah setiap 
agama, pada bulan oktober di aula gereja Santo Yusuf 
Jember 
 
FKUB sebagai forum yang terdiri dari semua unsur agama 
berperan dalam membangun budaya toleransi karena ada 
tradisi silaturrahmi yang dibangun oleh FKUB dengan 
silaturahmi akan terjadi komunikasi yang intens dengan 
semua pihak sehingga ketika muncul potensi yang destruktif 
bagi terbangunnya toleransi diantar umat beragama bisa 
secepatnya di antisipasi bersama 
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Silaturrahmi dan doa bersama tokoh-tokoh agama 
dengan Kapolres Jember 
Silaturrahmi juga menjadi jempatan komunikasi dengan 
seluruh elemen tokoh agama yang ada di kabupaten Jember 
hal ini disampaikan oleh Djainal Rohaniawan agama Budha,  
bahwa kehadiran FKUB menjadi jempatan bagi komunikasi 
antar umat beragama sehingga diantara mereka saling 
mengenal, menyapa dan bertukar pikiran sehingga antara 
penganut agama saling memahami dan mengerti akan 
perbedaan yang terjadi diantara mereka hal inilah yang 
akan terus memupuk budaya toleransi antar umat 
beragama.115 
Hal yang sama disampaikan oleh Romo Kuswaji,  
beliau menambahkan bahwa dengan saling silaturrahmi 
dan saling mengenal bisa mempertahankan budaya 
toleransi, bahkan ketika ada informasi yang menyebabkan 
ketersinggungan salah satu pihak akan dengan mudan dan 
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cepat diselesaikan, sehingga hubungan antar umat 
beragama tetap harmonis.116 
 
Silaturrahmi dengan seluruh komponen masyarakat 
Jember pasca Pilpes 2019 sebagai upaya mengantisipasi 
munculnya konflik dimasyarakat  
Sementara pendeta Doni menyampaikan bahwa  
budaya toleransi akan terus tercipta apabila diantara umat 
beragama saling mengenal, memahami, untuk itu dialog 
dan silaturrahmi antar tokoh agama dan umat beragama 
harus terus dilaksanakan sehingga apabila ada problem 
sekecil apapun bisa secepatnya di selesaikan, disamping itu 
dengan dialog kita bisa memahami kebenaran agama yang 
kita anut, tetapi kita juga menghargai kebenaran agama 
yang dianut oleh orang lain, sehingga kita bisa mencari titik 
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temu diantara perbedaan yang ada misalnya dalam 
kegiatan kemanusia, kegiatan sosial dan lain sebaginya.117  
Lebih lanjut Pak Nengah Sukarya menyatakan bahwa  
kebiasaan dialog, silaturrahmi yang sudah dilaksanakan 
oleh pemuka agama baik yang berada di kepengurusan 
FKUB atau yang berada di luar struktur kepengurusan 
FKUB sangat terasa manfaatnya dalam membangun 
budaya toleransi, sebab dengan kegiatan tersebut 
perpedaan yang ada di antara umat beragama tidak 
menjadi pendorong munculnya konflik antara umat 
beragama.118 
Rahmatullah sebagai Wakil Ketua FKUB menambahkan 
bahwa 
Budaya toleransi antar umat beragama akan terbangun 
apabila masyarakat menyadari bahwa Tuhan menciptakan 
manusia berbeda-beda baik dari sisi agama, budata, etnis 
dan lain sebaginya, di FKUB sebagai wadah berkumpulnya 
tokoh-tokoh agama menjadi contoh nyata akan adanya 
budaya toleransi, karena diantara pengurus saling bertemu, 
berdiskusi dan menyelesaikan sebagain problem 
masyarakat tanpa melihat latar belakang masing-masing 
pengurus, gagasan dan ide yang paling memungkinkan 
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untuk dilaksanakan maka ide itulah yang diambil sebagai 
kesimpulan119 
Peran FKUB dalam mempertahankan Toleransi 
Umat Beragama 
 
Toleransi umat beragama harus senantiasa di pelihara dan 
dipertahankan agar konflik antar umat beragama tidak terjadi,  
 
  
Seminar yang dilaksanakan FKUB dalam rangka penguatan 
toleransi yang dihadiri oleh rohaniawan 6 agama 
 
FKUB kabupaten Jember memiliki peran dalam 
mempertahankan toleransi antar umat beragama hal tersebut 
disampaikan oleh Pujiono yang menyatakan bahwa: 
FKUB kabupaten Jember senantiasa melakukan 
silaturrahmi dan komunikasi dengan tokoh-tokoh antar 
Umat beragama baik yang ada dalam Struktur FKUB 
ataupun di luar struktur FKUB, karena seringnya bertemu 
maka diantara tokoh-tokoh agama tersebut terjalin 
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komunikasi yang sangat terbuka, sehingga apabila ada 
problem kemasyarakatan bisa dengan mudah diselesaikan, 
seperti pada kasus kesalah pahaman masyarakat Desa 
Sumber Jati Silo dengan Kapel Katolik.120 
Hal senada disampaikan oleh Pendeta Doni dari gereja 
Eklesia,  
FKUB berperan sangat strategis dalam mempertahankan 
toleransi diantara umat beragama kerena diantara 
pengurus sering melakukan kerjasama untuk 
melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan 
seperti melaksanakan seminar, dialog dan dan bantuan 
kemanusiaan serta lain sebagainya, kerjasama inilah yang 
mendorong diantara kita saling mengerti. Memahami dan 
saling menghormati.121 
Pembinaan toleransi untuk para Pendeta yang ada di Jember 
. 
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Peran FKUB Dalam menyelesaikan kasus 
intoleransi 
Jember sebagai kota pandalungan memiliki ragam corak 
kehidupan yang berbeda mulai dari agama, suku, ras dan 
golongannya. Karena itu potensi intoleransi dan konflik yang 
diakibatkan perbedaan tersebut sangat mungkin terjadi. 
Bahkan di Jember ada beberapa kasus yang kemudian 
menyebabkan timbulnya konflik seperti kasus aliran 
Qodriatul Qosimiyah, kemudian pesantren Rabbani, lalu 
Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Sekolah Tinggi 
Dirosah Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i, dan konflik Syiah di 
Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger.122 Terakhir di bulan 
oktober antara masyarakat Silo dan Kapel Katolik di dusun 
Seporan desa Sumber Jati Kecamatan Silo. 
Untuk menyelesaikan kasus-kasus konflik dan intoleransi 
yang diterjadi di Jember FKUB mengambil peran utuk ikut 
aktif menyelesaikan masalah tersebut, sebagaimana 
disampaikan oleh M. Muslim sekretaris FKUB, beliau 
menyatakan bahwa,         
Setiap konflik keagamaan yang terjadi di Jember, FKUB 
beserta komponen lainnya seperti MUI, Pemerintah 
Daerah, Polres Jember dan Dandim 0824 Jember bersama-
sama menyelesaikan problem tersebut dengan pendekatan 
musyawarah untuk mencapai kemufakatan, dan 
Alhamdulillah hampir semua masalah tersebut bisa 
diselesaikan dengan baik, bahkan untuk kasus Syiah di 
Puger disamping penyelesaian lewat musyawarah, ada 
juga penyelesaian melalui jalur hukum karena ada sebagai 
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anggota masyarakat yang terlibat konflik melakukan 
pelanggaran hukum.123  
 
  
Musyawarah Penyelesaian persoalan Kapel Katolik di 
Dusun Seporan Desa Sumber Jati Kecamatan Silo 
 
Faktor Pendukung dan Penghambat   
 
Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Forum Kerukunan 
Umat Beragama Dalam Pemeliharaan Kerukunan Antar Umat 
Beragama Di Kabupaten Jember. Peran FKUB dalam 
menjalankan fungsinya membangun kerukunan antar umat 
beragama memiliki Faktor-faktor pendukung seperti yang 
disampaikan oleh M. Muslim yang menyatakan bahwa: 
dalam upaya memelihara kerukunan umat beragama, 
banyak sekali tantangannya, seperti adanya penggunaan 
simbul-simbul agama untuk kepentingan politik praktis, 
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bahkan dalam Pilpres 2019 penggunaan issu agama sangat 
kental sekali, sehingga menimbulkan politik identitas yang 
akan mengakibatkan adanya kecurigaan diantara umat 
beragama, kalau model seperti terus berlangsung, maka di 
masyarakat akan muncul kelompok-kelompok yang 
mendorong kehidupan umat beragama tidak harmonis, 
karena kalau kelompoknya sama dianggap teman tetapi 
ketika kelompoknya berbeda dianggap lawan.124 
Sementara  Rahmatullah menyatakan bahwa, 
tantangan utama dalam menciptakanan kerukunan umat 
beragama adalah kesadaran umat beragama akan 
perbedaan, masih ada sebagian umat beragama yang 
merasa tidak nyaman ketika berada diantara anggota 
masyarakat yang berbeda agamanya bahkan ada upaya 
untuk mempengaruhinya agara bisa ikut kepada agama 
yang dianutnya, katena itu dalam masyarakat sering 
terdengar isu kristenisasi, atau islamisasi dan lain 
sebagainya.125 
Lebih lanjut Pendeta Doni menyatakan bahwa, 
Membangun kerukunan umat beragama memang 
membutuhkan perjuangan yang terus menerus, karena ada 
sebagai masyarakat yang masih belum mau untuk 
bersosialisasi dengan masyarakat lainnya, hal ini bisa 
disebabkan oleh pemahaman agamanya yang salah 
sehingga setiap orang yang berbeda dengan 
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pemahamannya dianggap sesat dan tidak boleh bergaul 
dengan mereka.126 
Membangun kerukunan Umat beragama di Indonesia 
memang memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, namun 
demikian banyak faktor yang mendukung terwujudnya 
kerukunan antar umat beragama, sebagaimana disampaikan 
oleh Muslim yang menyatakan. 
Indonesia memiliki budaya luhur yaitu budaya yang sudah 
ada dimasyarakat Indonesia sejak dahulu kala seperti adanya 
budaya gotong royong, salim membantu dan budaya 
silaturrahmi, kondisi inilah yang menjadi lahan subur bagi 
tumbuhnya sikap toleransi dan saling menghormati antar 
umat beragama, yang pada kahirnya akan menimbulkan 
kerukunan umat beragama.127 
Sementara Pendeta Doni menyatakan bahwa kerukunan 
umat beragama di Indonesia bisa terlaksana dengan baik hal 
ini di dukung oleh adanya seruan yang disampaikan oleh 
tokoh-tokoh agama agar umat beragama bisa hidup 
berdampingan antar sesama warga Negara, seruan ini 
didasarkan adanya perintah agama yang mengajarakan umat 
beragama saling menyebarkan kasih sayang.128 
Romo Suwaji menyatakan bahwa Indonesia mudah 
membangun kerukunan umat beragama karena kita memiliki 
Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, ketika semua eleman 
bangsa Indonesia berpegang teguh pada nilai-nilai pancasila, 
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maka kerukunan antar umat beragama akan terjaga dengan 
baik.129 
 
Pembahasan Temuan  
 
 
Dalam bagian ini akan disajikan beberapa uraian pembahasan 
yang sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada uraian 
pembahasan ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian 
dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. 
Data-data yang diperoleh dari pengamatan wawancara 
mendalam serta dokumentasi sebagaimana telah peneliti 
mendeskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian 
diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
Pengamatan wawancara yang telah dilaksanakan yaitu 
mengumpulkan data mengenai peran FKUB dalam 
membangun kerukunan Umat Beragama, khususnya dalam 
menciptakan budya toleransi.  
Dalam mengkaji peran FKUB kita mempunyai acuan yaitu 
orang-orang yang terlibat di dalam lembaga tersebut, karena 
yang menjalankan roda suatu organisasi adalah anggota atau 
orang yang terlibat dan bertugas di dalam suatu organisasi 
tersebut. Maka, berhubung FKUB merupakan lembaga yang 
mengurus tentang keagamaan tentu yang menjadi anggota 
untuk menjalankan program lembaga tersebut adalah pemuka 
agama. Hal ini sesuai dengan yang disampaikain oleh Hasan 
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Mansur bahwa pemuka agama sebagai benteng moralitas 
karena kesederhanaan dan kejujuran yang mereka lakukan130 
 
Analisa peran FKUB dalam membangun 
budaya Toleransi  
 
Berdasarkan hasil penelitian, peran FKUB dalam mewujudkan 
budaya toleransi umat beragama sangat penting karena FKUB 
merupakan wadah tempat berhimpunnya pemuka agama, 
dan pemuka agama memiliki peran strategis dalam 
pembangunan dan pemeliharaan budaya toleransi di 
Kabupaten Jember. Budaya toleransi yang dimaksud adalah 
kondisi saling menghormati dan menghargai antar kelompok 
atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup 
lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di 
Kabupaten Jember mempunyai kondisi saling menghargai 
antara satu pemeluk dengan pemeluk agama lain hidup saling 
berdampingan tanpa saling mengganggu satu sama lain.  
Hal tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh 
Departemen RI bahwa budaya toleransi itu diartikan sebagai 
kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana 
damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga 
menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan 
ajaran agama dan kepribadian Pancasila.131 
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Dalam membangun budaya toleransi diperlukan 
penanaman prinsip-prinsip dalam mencapai hasil yang 
diinginkan, seperti yang disampaikan oleh Marcel A. Boisard 
dalam bukunya Humanise dalam Islam bahwa dalam 
membangun budaya toleransi prinsip yang harus ditanam 
adalah kebebasan beragama, maksudnya adalah kebebasan 
beragama di sini bebas memilih suatu kepercayaan atau 
agama yang menurut mereka paling benar dan membawa 
keselamatan tanpa ada yang memaksa atau menghalangi-
nya.132  
Selain itu dalam membangun budaya toleransi menurut 
Ruslani setelah kebebasan beragama adalah menghormati 
eksistensi agama lain dengan cara menghormati keragaman 
dan perbedaan ajaran-ajaran yang terdapat pada setiap agama 
dan kepercayaan yang ada baik yang diakui negara maupun 
belum diakui oleh negara.133 Menurut Umar Hasyim satu hal 
yang perlu digunakan dalam prinsip membangun budaya 
toleransi adalah setuju di dalam perbedaan, hal tersebut sering 
didengungkan oleh Mukti Ali bahwa perbedaan tidak harus 
ada permusuhan, karena perbedaan selalu ada di dunia ini, 
dan perbedaan tidak harus menimbulkan pertentangan.134 
Hasil penelitian diketahui bahwa dalam membangun 
budaya toleransi umat beragama FKUB Jember membangun 
tradisi dialog dan silaturrahmi antar tokoh agama dan umat 
beragama karena budaya toleransi akan terus tercipta apabila 
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diantara umat beragama saling mengenal, saling menghor-
mati, dan saling memahami, serta tidak memaksakan 
pendapat dan keyakinannya pada orang lain, sebagaimana 
disampaikan oleh Gus Rahmatullah.  Karena itu dialog dan 
silaturrahmi antar tokoh agama dan umat beragama harus 
terus dilaksanakan sehingga apabila ada problem sekecil 
apapun bisa secepatnya di selesaikan.  
Dalam membangun budaya toleransi menurut teori yang 
dipaparkan oleh Abdul Rahim Yunus dapat dibangun melalui 
pendidikan toleransi, yaitu penanaman kesadaran pada setiap 
penganut agama untuk hidup toleransi, seperti kesadaran 
pluralitas agama, kesadaran hak asasi manusia, dan kesadaran 
inklusivisme.135  
Berdasarkan hasil temuan penulis bahwa pendidikan 
toleransi yang dilakukan secara informal melalui forum 
silaturrahmi dan dialog merupakan salah satu pendekatan 
yang digunakan oleh FKUB Kabupaten Jember dalam 
membangun budaya toleransi, dengan kegiatan diskusi dan 
silaturrahmi rutin kegiatan tersebut menanamkan: 
1. menanamkan kesadaran kepada setiap umat beragama 
bahwa dalam kehidupan beragama tidak perlu 
mempersoalkan perbedaan baik dalam segi keyakinan 
maupun dari segi pengamalan ajaran, karena masyarakat 
Kabupaten Jember bukan hanya dari satu agama saja, 
melainkan beragam agama.  
2. menanamkan kesadaran HAM bahwa setiap manusia 
mempunyai kebebasan dalam menganut dan menjalankan 
ibadah agama yang dipercaya, karena itu setiap umat 
beragama memiliki hak untuk mendirikan rumah ibadah. 
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Pendirian rumah ibadah menjadi issu sensitive di 
Kabupaten Jember, sehingga FKUB melakukan pendekatan 
yuridis tentang pemahaman mengenai aturan 
pembangunan rumah ibadah.  
3. menanamkan kesadaran inklusivisme yaitu menekankan 
bahwa setiap agama memeliki perbedaan dan persamaan. 
Tetapi bagaimana kita mencari titik temu diantara 
perbedaan tersebut, misalnya dalam aksi-aksi kemanusiaan 
dan aksi sosial lainnya, apalagi semua agama mengajarkan 
tentang kebaikan, tidak ada agama yang mengajarkan 
intoleransi. 
Dalam membangun budaya toleransi memang FKUB 
mempunyai peran yang sangat strategis, akan tetapi peran 
pemerintah tidak dapat dilepaskan dalam membangun 
budaya toleransi di Kabupaten Jember, terlebih lagi untuk 
Kementrian Agama seperti yang teori yang dijelaskan oleh Dr. 
Achmad Jamil bahwa Kementrian Agama bertindak sebagai 
polisi lalu lintas, yang tugasnya adalah sebagai pengawas dan 
pengontrol sekaligus penjamin kepada seluruh umat 
beragama untuk menjalankan kepercayaan dan keyakinan-
nya.136  
Berdasarkan hasil penelitian, di Kabupaten Jember 
pemerintah juga ikut serta dalam terciptanya budaya toleransi 
di Kabupaten Jember, khusunya Kementrian Agama, karena 
di Kabupaten Jember Kementrian Agama memiliki petugas 
penyelenggara di masing-masing agama, dan setiap 
penyelenggara pun memiliki cara-cara membangun toleransi 
yang berbeda-beda, sesuai dengan kepercayaan masing-
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masing. Misalnya Pembinaan internal untuk para pendeta 
yang dilakukan oleh penyelenggara Kristen. 
Selain Kementerian Agama Kabupaten Jember, peneliti 
juga menemukan peran yang cukup signifikan dari kepolisian, 
karena polres bertindak sebagai eksekutor terhadap 
pelanggaran di bidang pemeliharaan kerukunan masyarakat. 
Dengan terlaksananya segala pendekatan-pendekatan yang 
dilaksanakan untuk membangun budaya toleransi dan 
kerjasama antara elemen-elemen masyarakat sehingga budaya 
toleransi antar anggota masyarakat dari berbagai latar 
belakang perbedaan etnis, budaya, agama dan status sosial 
dapat hidup berdampingan tanpa adanya gesekan dan 
benturan yang mengarah kepada konflik SARA.  
Dalam mewujudkan budaya toleransi FKUB Kabupaten 
Jember juga mengalami hambatan-hambatan seperti, masalah 
yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadat. Hal ini dipicu 
oleh penentuan tata ruang wilayah yang berkaitan dengan 
fasilitas sosial yang belum menggambarkan kondisi ideal 
sehingga acapkali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, 
yang selanjutnya berkembang menjadi sikap reaktif 
masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 
dan pemerintah daerah. Sebagaimana kita maklum bahwa 
penetapan alokasi sarana ibadat di Kabupaten Jember baru di 
alokasikan setelah adanya permintaan/permohonan dari pihak 
masyarakat pengguna rumah ibadat. 
Selain itu hambatan FKUB juga terdapat di segi finansial, 
FKUB tersendat-sendat dalam bekerja, karena hampir lima 
tahun tidak didukung dana dari APBD kabupaten Jember. 
Sehingga ketika ada pertemuan rutin pengurus harus 
melakukan iuran, begitu juga ketika terdapat proses 
rekomendasi pendirian rumah ibadah pembiayaannya 
ditanggung pengurus, bahkan ketika ada konlik maka 
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pengurus harus kreatif untuk mencari bantuan agar 
kebutuhan finansial yang menopang penyelesain konlik bisa 
di teratasi. 
 
Analisis Terhadap Peran FKUB dalam 
Menyelesaikan Kasus Intoleransi 
 
Dalam pembahasan ini disajikan beberapa uraian pembahasan 
yang sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada uraian 
pembahasan ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian 
dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. 
Data-data yang diperoleh dari pengamatan wawancara 
mendalam serta dokumentasi sebagaimana telah peneliti 
mendeskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian 
diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
Pengamatan, wawancara yang telah dilaksanakan yaitu 
mengumpulkan data mengenai peran FKUB dalam 
menyelesaikan kasus intoleransi umat beragama. 
Kasus intoleransi muncul karena adanya beberapa faktor 
yang menyebabkan, seperti yang dipaparkan oleh Abdul 
Korim dalam tesisnya, bahwa salah satu yang memicu 
timbulnya konflik yaitu buruk sangka (prejudice) artinya 
penilaian berdasarkan generalisasi negatif dan stereotip 
ketimbang berdasarkan fakta aktual dari kasus atau tindakan 
spesifik oleh individu atau kelompok, selain itu juga 
pengambinghitaman (scapegoating), menyalahkan peristiwa-
peristiwa traumatis atau masalah sosial pada kelompok 
tertentu.137  
                                            
137
 Abdul Korim, “Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 
Dalam Merawat Kehidupan Umat Beragama”, Tesis (Yogyakarta: UIN 
Sunan Kalijaga, 2015), hal. 15-16. 
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Berdasarkan hasil temuan penelitian, kasus intoleransi 
umat beragama Kabupaten Jember disebabkan oleh adanya 
sekelompok masyarakat yang tidak merasa nyaman hidup 
berdampingan dengan orang yang tidak memiliki kesamaan 
identitas, khususnya memiliki keyakinan agama yang sama. 
Di samping itu ada kasus intoleransi yang disebabkan oleh 
pemahaman agama yang dianggap menyimpang seperti kasus 
aliran Qodriatul Qosimiyah, ada juga penyebabnya 
pemahaman agama yang berbeda dan kecenderungan saling 
menyalahkan seperti kasus Sekolah Tinggi Dirosah Islamiyah 
(STDI) Imam Syafi'i, dan konflik Syiah di Desa Puger Kulon, 
Kecamatan Puger. Ada juga kasus intoleransi disebabkan oleh 
kesalah pahaman seperti yang terjadi antara masyarakat Silo 
dan Kapel Katolik di dusun Seporan desa Sumber Jati 
Kecamatan Silo. 
Peranan FKUB dalam menyelesaikan kasus intoleransi 
dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis yakni sebagai fasilitator, 
mediator dan regulator karena itu Peranan FKUB Kabupaten 
Jember dijalankan sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri 
Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 
Tahun 2006 dan RPJMD Tahun 2012-2016 tentang 
pengendaian konflik sosial yang ditimbulkan isu SARA. 
Sesuai dengan data yang diperoleh bahwa FKUB mempunyai 
peran dalam menyelesaikan kasus intoleransi umat beragama. 
Adapun peran FKUB dalam menyelesaikan kasus intoleransi 
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1. FKUB sebagai Mediator, Forum Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB) sebagai mediator untuk memediasi 
masalah kasus intoleransi umat beragama yang terjadi di 
Kabupaten Jember.  
 
Pengertian mediasi sendiri adalah suatu pengendalian konflik 
yang dilakukan dengan cara membuat konsensus diantara 
dua pihak yang bertikai untuk mencari pihak ke tiga yang 
berkedudukan netral sebagai mediator dalam penyelesaian 
konflik. Pengendalian ini sangat berjalan efektif dan mampu 
menjadi pengendalian konflik yang terjadi di Kabupaten 
Jember karena dengan adanya mediasi tersebut masalah yang 
terjadi di Kabupaten Jember dapat terselesaikan dengan 
kekeluargaan dan tidak sampai ke ranah Hukum seperti 
penyelesaian kasus kesalahpahaman masyarakat Dusun 
Seporan desa Sumber Jati Kecamatan Silo.  
 
2. FKUB sebagai Fasilitator, Forum Kerukunan Umat 
Beragama selain menjadi mediator juga menempatkan 
diri menjadi fasilitator.  
 
Pengertian fasilitator sendiri adalah wadah yang membantu 
sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan 
membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan 
tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi.  
Peran FKUB sebagai fasilitator berjalan efektif dan mampu 
menjadi pengendalian konflik yang terjadi di Kabupaten 
Jember karena dengan adanya FKUB sebagai wadah masalah 
yang terjadi di Kabupaten Jember dapat terselesaikan dengan 
dialog antar agama.  
Dalam dialog kita tidak hanya saling beradu argumen dan 
mempertahankan pendapat kita masing-masing yang 
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dianggap benar. Karena pada dasarnya dialog agama ini 
adalah suatu percakapan bebas, terus terang dan bertanggung 
jawab yang didasari rasa saling pengertian, saling 
menghargai. Dialog antar umat beragama digunakan sebagai 
salah satu solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadidi 
Kabupaten Jember, misalnya dalam masalah penolakan 
pendirian rumah ibadah, Gereja Katolik di Kelurahan 
Sempusari sebelah barat pertokoan Roxy yang berada di 
tengah pemukiman umat Islam sehingga menimbulkan 
penolakan dari warga setempat karena dinilai tidak sesuai 
dengan kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan 
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.  
Setelah melalui dialog gereja tersebut tidak bisa diteruskan, 
namun demikian ada solusi bagi umat katolik untuk 
beribadah yaitu menempati kapel di perumahan Sempusari 
yang sudah di rehab sehingga mampu menampung Jamaat 
Katolik yang ingin beribadah.  
 
3. Fungsi regulator  
 
Fungsi regulator, FKUB Kabupaten Jember melaksankan 
tugasnya sesuan dengan SKB Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 
tentang Pendirian Rumah Ibadah, ada beberapa masjid yang 
sudah di direkomendasikan pendiriannya karena sesuai 
dengan aturan yang ada, seperti masjid komplek PTPN 12 
Ajung Jember, namun demikian jika terjadi konflik di 
Kabupaten Jember, FKUB tidak menyelesaikannya sendiri 
melainkan berkoordinasi dengan beberapa pihak yang 
mempunyai wewenang di dalamnya, misalnya Pemerintah 
Kabupaten Jember, Kepolisian Resort Kabupaten Jember, 
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Kementerian Agama Kabupaten Jember dan Dandim 0824 
Jember. 
Analisis terhadap Peran FKUB dalam mempertahankan 
Toleransi Umat Beragama Kabupaten Jember sebagai salah 
satu kota yang pluralistik baik dari segi etnis, budaya, suku 
adat istiadat, bahasa, maupun agama, karena itu sikap 
religuisitas, saling menghormati dan saling terbuka sangat 
dibutuhkan agar terjalin toleransi di Kabupaten Jember. 
Sehingga peran FKUB sangat diperlukan dalam 
mempertahankan toleransi umat beragama di Kabupaten 
Jember. Adapun peran dari FKUB dalam mempertahankan 
toleransi umat beragama sangat signifikan, seperti yang di 
sampaikan oleh pujiono, berdasarkan data yang ditemukan 
penelitian, bahwa dalam mempertahankan toleransi umat 
beragama, FKUB Jember melakukan sebagai berikut: 
a. silaturrahmi dengan pemeluk umat beragama di 
Kabupaten Jember, silaturrahmi dilakukan secara rutin 
setiap bulan dengan pinda-pindah tempat di masing-
masing pengurus FKUB, dan juga melakukan silaturrahmi 
dengan tokoh-tokoh agama yang berada di luar pengurus 
FKUB dengan model yang sama, bahkan untuk kebutuhan 
konsumsi di setiap pertemuan tersebut pengurus FKUB 
dan tokoh agama lainnya bergotong royong dengan cara 
setiap peserta pertemuan membawa konsumsi sendiri-
sendiri,  
b. pembinaan terhadap umat beragama, khususnya para 
tokoh-tokohnya, dengan maksud agara ada kesamaan 
presepsi tentang pentingnya menjaga toleransi antar umat 
beragama.  Pembinaan ini bisa bekerjasama dengan 
penyelenggara syariah maupun penyelenggara agama 
lainnya yang berada di bawah Kementerian Agama 
Kabupaten Jember,  
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c. FKUB Kabupaten Jember juga sering mengadakan 
kerjasama antara umat beragama seperti mengadakan 
kegiatan sosial berupa penjualan nasi murah Rp. 2.000,- 
(dua ribu rupiah) beserta minumannya selamat 28 hari  di 
bulan Romadhon untuk umat Islam yang akan berbuka 
puasa, kegiatan ini dilakukan oleh Persatuan Wanita 
Katolik Kabupaten Jember. 
Dalam mempertahankan toleransi umat beragama FKUB 
Kabupaten Jember juga mengalami beberapa hambatan-
hambatan seperti hambatan waktu dan finansial, hambatan 
waktu terjadi karena pengurus FKUB juga mempunyai 
kesibukan masing-masing, sehingga untuk berkoordinasi 
membutuhkan waktu dan kesabaran tersendiri, karena para 
pengurus yang merupakan tokoh agama mengalami kesulitan 
membagi waktu.  
Dari sisi finansial, FKUB hanya mengandalkan bantuan 
dari Kementerian Agama yang setiap tahunnya sebesar Rp. 
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dana tersebut hanya 
cukup digunakan untuk operasional selama satu tahun 
sementara untuk kegiatan-kegiatannya khususnya memperta-
hankan toleransi umat beragama di Kabupaten Jember. 
Pengurus FKUB Kabupaten Jember berupaya untuk 
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Sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman, Indonesia 
memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memeluk serta 
menjalankan agama sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. 
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